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ABSTRAK

Ibn Hazm adalah seorang tokoh besar intelektual muslim Spanyol yang
produktif dan jenius. Ia salah seorang ulama dari golongan Zahiri yang sangat
terkenal pemikirannya yang tekstual terhadap dalil al-Qur’an maupun hadis Nabi
saw. Demikian hal-nya dalam berpendapat tentang konsekuensi fasakh dalam
pernikahan. Dalam pernikahan terdapat dua jenis perpisahan, yaitu perpisahan
pembatalan dan perpisahan talak. Perpisahan pernikahan salah satunya yaitu
karena fasakh. Bahkan la mengatakan, bahwa semua jenis fasakh, baik dalam
pernikahan yang sah dan atau akad fasad tidak ada masa iddah bagi-nya. Lain hal-
nya menurut mayoritas ulama, iddah tetap wajib dipenuhi bagi seorang wanita
sebab fasakh, karena fasakh termasuk salah satu sebab putusnya pernikahan.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :
1. Bagaimana argumentasi Ibn Hazm tentang Iddah Bagi Wanita Akibat Fasakh?.
2. Bagaimana Relenvansi Pendapat Ibn Hazm tentang Iddah Bagi Wanita Akibat
Fasakah dengan Konteks Hukum di Indonesia?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (/ibrary research).
Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Data
yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder maupun
sumber data pelengkap lainnya. Sumber data sekunder yaitu kitab A/-Muhalla
karya Ibn Hazm, Undang-undang tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum
Islam. Sumber data pelengkap lainnya, yaitu kitab-kitab fikih maupun buku-buku
dan lain sebagainya yang terkait dengan tema penelitian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, 1.Ibn Hazm menyatakan, bahwasannya
iddah tidak berlaku bagi pernikahan fasakh, misalnya pernikahan seorang lelaki
dengan perempuan yang masih ada hubungan rada’ah (sepersusuan), keduanya
murtad dan atau salah satunya. Oleh kareanya, iddah hanya berlaku bagi
pernikahan yang putus akibat seorang wanita yang meminta berpisah dengan
suaminya (khuluk) dan atau seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya
(cerai mati) dan atau cerai hidup. Argumentasi atas pendapatnya tersebut
didasarkan al-Qur’an surah al-Mumtahanah ayat 10, hadis riwayat Imam Bukhar1
serta berdasarkan ‘“dalil”, yakni sesuatu yang diambil dari ijma’ atau dari nas.
Oleh karenanya, berdasarkan nas tersebut (al-Qur’an dan hadis), Allah Swt tidak
mewajibkan iddah akibat pernikahan fasakh, sehingga tidak diperbolehkan
menganalogikan “fasakh nikah dengan talak”, karena menurutnya talak tidak akan
terjadi kecuali atas kehendak suami dan diharuskan menggunakan kalimat talak,
sementara fasakh muncul bukan dari perkataan suaminya. 2. Pendapatnya Ibn
Hazm ini apabila direlevansikan dengan konteks hukum di Indonesia, maka
pendapatnya tersebut tidak relevan, sebab dalam Pasal 8, Undang-undang No. 1
Tahun 1984, desebutkan bahwa perkawinan batal apabila ; 1. Berhubungan darah
dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; 2. Berhubungan darah dalam
garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara
orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, 3. Berhubungan sesusuan,
yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman
sesusuan, dan 4. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan
dan istri atau istri-istrinya. Oleh karenanya, konsekuensi dari batalnya pernikahan
ini mewajibkan iddah sesuai dengan Pasal 153 ayat 1.

Kata Kunci: /bn Hazm, Iddah, Fasakh.
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BAB1
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu Sunnatullah yang berlaku pada semua
makhluk ciptaan Allah Swt, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan.'
Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan
perempuan.” Oleh karenanya setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan
dan menikmati indahnya hidup bersama keluarga atau pasangan hidupnya baik
suami maupun istri. Tentu semua orang menginginkan keluarganya berada
dalam kondisi yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini dikarenakan
rumah tangga yang bahagia adalah yang penuh cinta, kasih sayang, dan juga
dipenuhi keberkahan dari Allah Swt.?

Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis
kelamin yang berbeda (laki-laki dan perempuan), ada daya tarik satu sama lain
untuk hidup bersama (perkawinan). Perkawinan memiliki tujuan sebagaimana
keinginan manusia untuk membina kehidupan yang rukun, tenteram, dan
bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah Swt,

dengan terpeliharanya lima aspek al-magasid al-khamsah, yaitu memelihara

' Nurnazil, “Wawasan Al-Qur’an tentang Anjuran Pernikahan”. Jurnal Ijtima’iyya, Vol. 08
No. 02,Agustus 2015, 57.

* Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

3 Ali Imron, “Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga”. Jurnal Buana
Gender, Vol. 1. No. 1, 2016, 16.



(1) agama (hifz al-din), (2) jiwa (hifz al-nafs), (3) akal (hifz al-‘aql), (4)
keturunan (hifz al-nasab), dan (5) harta (hifz al-mal).*

Sebagaimana yang diketahui bahwa perkawinan merupakan salah satu
hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup
masyarakat. Perkawinan merupakan jalan yang mulia untuk mengatur
kehidupan rumah tangga dan keturunan. Keluarga sakinah merupakan
kebutuhan setiap manusia karena keluarga sakinah merupakan keluarga yang
terbentuk dari pasangan suami istri menerapkan nilai-nilai Islam dalam
melakukan hak dan kewajiban rumah tangga. Akan tetapi, tidak semua rumah
tangga bisa menghasilkan kebahagiaan. Akan ada banyak cobaan dan juga
tantangan dalam masing-masing keluarga.

Salah satu dari sekian banyak permasalahan yang muncul seputar
pernikahan adalah tentang “iddah nikah fasakh”. Iddah yaitu masa tunggu yang
ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik
berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan kelahiran untuk
mengetahui kesucian rahim, beribadah maupun berbela sungkawa atas
suaminya. Oleh karenanya, selama masa tersebut la dilarang menikah dengan
laki-laki lain.’

Gap problemnya, ketika dua insan telah terikat oleh pernikahan,
kemudian pernikahannya telah difasakh, menurut salah satu ulama tidak ada

iddah bagi mantan istri. Sebelum peneliti lebih jauh membincangkan persoalan

* Suhaila Zulkifli, “Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri”.
Jurnal Hukum Kaidah, Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Vol. 18, No.
02,2012, 15.

> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Penj. Muhammad Thib, (Bandung: al-Ma’arif, Jilid 8,
1980),325.



tersebut, alangkah baiknya peneliti memaparkan definisi fasakh nikah itu
sendiri. Fasakh nikah tersusun dari dua kata, yaitu fasakh dan nikah. Kata
fasakh berasal dari bahasa Arab, yaitu “&<&” secara bahasa berarti bodoh,
lemah akalnya, membatalkan, memisah-misahkan, mencerai-beraikan,
membelah, rusak atau merusakkan.’ Syarifuddin menyatakan bahwa fasakh
bermakna “(adil; iué” yang berarti merusak dan membatalkan.” Ibn Manzir
dalam kitabnya “Lisan al-‘Arab”, fasakh yaitu “4&i" artinya membatalkan.®
Kata “@<&” kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah
“fasakh”, artinya adalah perceraian antara suami istri oleh pengadilan agama
berdasarkan tuntutan istri atau suami. Kemudian kata fasakh membentuk kata
memfasakh, berarti membatalkan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama.’
Lebih lanjut, di lihat dari makna terminologis, kata fasakh dalam bahasa
Arab dimaknai secara umum, yaitu berlaku untuk semua jenis dan kriteria
membatalkan akad, termasuk di dalamnya adalah membatalkan akad-akad
dalam muamalah, termasuk pula perceraian. Terdapat banyak definisi fasakh
yang dikemukakan ulama, diantaranya yaitu dinyatakan oleh Al-Barkati,
bahwa fasakh adalah “aiad &85 yaitu mencabut atau memutuskan akad.'® Al-

Subuki sebagaimana dikutip oleh Al-Suyiiti mendefinisikan fasakh sebagai:

¢ Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwirdrab Indonesia Terlengkap, (Surabaya:
Pustaka Progressif, 1997), 1054.

" Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-5,
2014), 242.

8 Ibn Manzar, Lisan al-‘Arab, (Kuwait: Daru al-Nawadir, Juz 4, 2010), 14.

° Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 404.

" Muhammad ‘Amim al-Barkati, A4/-Ta rifat, (Bairut: Daru Al-Kutub Al-Ilmiyah,
2003),164.



“aball blh’) da”, artinya “melepas ikatan akad”.'' Menurut Al-Qarafi, salah
seorang ulama mazhab Maliki, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Sarwat
menyatakan sebagai berikut :'*
R O T G i oS i)

Artinya: Mencabut hukum akad dari asalnya seperti tidak pernah terjadi.

Jadi, kata fasakh berlaku umum untuk semua jenis pembatalan dan
perusakan akad, termasuk pembatalan akad-akad transaksi jual beli, seperti
disebabkan karena adanya kerusakan pada barang yang diperjualbelikan, dan
juga pemutusan akad nikah yang telah dilangsungkan. Kata kedua dari frasa
“fasakh nikah” adalah kata “nikah”. Kata ini juga berasal dari bahasa Arab
yaitu “ ¢ yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi istilah
nikah. Dalam bahasa Arab, kata nikah secara etimologi berarti bersetubuh,
bersenggama, berkumpul, atau menggauli, atau juga berarti akad, secara
keseluruhan makna tersebut dikembalikan kepada istilah yang biasa yaitu
“Mially aaadl phydl 420 * Menurut terminologi, terdapat banyak definisi, di
antaranya oleh Abu Zahrah :
be e g 335 e LegehS s iy 535 31,015 U0 5 a5 Y iy B

Mot

Artinya: Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan
mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan

mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi
pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

" Jalaluddin al-Suyiti, al-Asybah wa al-Nadhair, (Bairut: Daru al-Kutub al-Ilmiyah, Cet.
Ke-1, Juz 2, 1990), 34.

12 Ahmad Sarwat, Pernikahan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 464.

B Wizarah al-Auqaf wa Al-Syu’in Al-Islamiyyah, A/-Maiisii’ah Al-Fighiyyah Al-
Kuwaitiyaah, (Kuwait: Daru al-Salasil, Cet. Ke-2, Juz 41, 1472), 205.

" Muhammad Abai Zahrah, Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, (Madinah: Daru al-Fikr al-‘Arabi,
t.th), 17.



Memperhatikan pemaknaan dua kata antara “fasakh” dan “nikah”, maka
secara sederhana frasa “fasakh nikah” dapat diberi makna sebagai pembatalan
hubungan pernikahan yang sudah dilangsungkan. Terkait makna fasakh
sebagai pemutusan hubungan pernikahan, bermaksud pada perusakan dan
pembatalan akad nikah."> Menurut Al-Zuhaili, fasakh nikah adalah :

.le 555 ol ol A5 e e il G 08

Artinya: Fasakh adalah rusaknya sebuah akad pernikahan dari asalnya dan

menghilangkan kehalalan atas sesuatu yang dibolehkan dalam ikatan
pernikahan.

Hamid Sarong mendefinisikan fasakh sebagai salah satu sebab putusnya
pernikahan adalah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang
telah mengikat atau berlangsung.'” Mencermati beberapa definisi tersebut,
dapat dipahami bahwa fasakh nikah adalah merusak atau membatalkan tali
pernikahan antara dua orang yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu.
Misalnya, menikahi seorang perempuan yang diharamkan, menikahi seorang
perempuan yang telah di/i’an-nya dan lain sebagainya.'®

Kemudian, di dalam pernikahan terdapat dua jenis perpisahan, yaitu
perpisahan pembatalan dan perpisahan talak.'” Perpisahan pernikahan salah
satunya yaitu karena fasakh. Akibat dari pernikahan fasakh itu sendiri menurut

Ibn Hazm tidak ada iddah bagi pernikahan tersebut (pernikahan fasakh)

sebagaimana teks di bawah ini :

15 Qiti Zalikhah Md. Nor, Jika Sudah Habis Jodoh, (Selangor Darul Thsan: Dawama,
2005),41.

16 Wahbah Al-Zuhaili, al-Figh al-Islam wa Adillatuhu, (Damaskus: Daru Al-Fikr, Juz 7,
1985), 348.

7 Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Banda Aceh: Yayasan PeNA,
Cet. Ke-3, 2010), 143.

'8 Wahbah Al-Zuhaili,. Op,. Cit,. Juz 7, him. 314.

" Ibid, 311.
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Artinya: Permasalahan: tidak ada iddah karena sebab fasakh nikah
sebagaimana telah saya sampaikan kecuali karena meninggal dunia
(iddah wafat) dan seorang wanita yang memilih berpisah dengan
suaminya (khuluk) berdasarkan perintah dari Rasulullah saw. Oleh
karena itu keduanya wajib beriddah, Allah tidak memerintahkan
kecuali karenanya dan tidak boleh memerintahkan kecuali
dengannya karena atas perintah agama yang Allah tidak
mengizinkannya. Dan tidak boleh mengkiyaskan fasakh dengan talak
karena keduanya berbeda, karena talak tidak ada kecuali dengan
lafal talak dan atas kehendaknya sendiri sedangkan fasakh terjadi
dengan selain lafal yang keluar dari suaminya, baik disenangi atau
tidak. Oleh karena itu giyas batal.

Menurutnya, iddah tidak berlaku bagi pernikahan fasakh. Iddah hanya
berlaku bagi pernikahan yang putus akibat seorang wanita yang meminta
berpisah dengan suaminya (khuluk) atau seorang wanita yang ditinggal mati
oleh suaminya. Perintah iddah untuk kedua kasus tersebut berdasarkan perintah
Nabi saw serta perintah Allah Swt. Oleh karena-nya, tidak diperkenankan
menganalogikan perpisahan pernikahan fasakh dengan perpisahan pernikahan
talak.

Sementara menurut pendapat mayoritas ulama, iddah wajib dipenuhi bagi

seorang wanita sebab fasakh, karena fasakh termasuk salah satu sebab

2Abu Muhammad ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm al-Andalusi al-
Qurtubi al-Zahiri, 4/-Muhalla bi al-Asar, Tahqiq Muhammad Munir al-Dimasyqi, Mesir: Idarah
al-Tiba’ah al-Munirah, Juz IX, 1352 H, 357.



putusnya pernikahan. Argumentasi yang dibangun oleh jumhur ulama yaitu
menganalogikan iddah nikah fasakh dengan putusanya pernikahan sebab talak,

sebagaimana teks di bawah ini :
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Artinya: Menurut mayoritas ulama, bahwa iddah yaitu masa tunggu yang
mencegah (pelaksanaan) nikah karena sebab fasakh, meniggalnya
suami, dan atau karena perceraian.

Melihat perbedaan pendapat di atas, mayoritas ulama mewajibkan adanya
iddah dan minoritas ulama tidak mewajibkan iddah, padahal Ibn Hazm pernah
menimba ilmu kepada Al-Syafi’i, Al-Syafi’l menimba ilmu kepada Imam
Malik dan pernah berguru pula kepada murid Imam Abu Hanifah- Muhmmad
Al-Syaibani, tetapi meskipun secara sanad atau silsilah keilmuan Ibn Hazm
bersambung dengan mereka, mengapa Ibn Hazm berlainan pendapat dengan
mereka? Tentunya hal ini menjadikan keunikan tersendiri, seorang murid
berlainan pandangan dengan gurunya. Oleh karena itu, peneliti tertarik
menelitinya.

Kemudian putusnya pernikahan dijelaskan dalam Undang-undang
pernikahan tahun 1974 Pasal 22, yaitu bahwa :

Perkawianan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat
untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam pasal tersebut menyatakan, bahwa jika diketahui ada salah satu

dari beberapa syarat-syarat dalam pernikahan tidak terpenuhi, maka

! Salim Mahmidi, Ahkam Faskhi ‘Ugid Al-Zawaj Fi Figh Al-Islami Wa Al-Asar Al-
Mutarattabati ‘Alatha, Arab Saudi: Al-Sannah Al-Jami’Tyyah, 2018, h. 208-210. Lihat pula dalam
Ibn Qudamah, Al-Mughnt libni Qudamah, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin, Abd al-Fatah al-
Hawa, t.tp: Daru ‘Alim al-Kutiib, Juz 7, Cet. Ke-III, 1997, hlm. 147. Atau Juz 8, 97.



pernikahannya dapat dibatalkan karena hukum. Selanjutnya, Pasal 26 dalam

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawianan dijelaskan pula

bahwa perkawinan dapat diputuskan apabila :

a. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatatan perkawinan
yang tidak berwewenang, wali nikah yang tidak sah atau yang
dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan
pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari
suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

b. Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat
(1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami-istri
dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat
perkawinan yang tidak berwewenang dan harus diperbarui supaya sah.

Pasal 26 ayat (1) ini menjelaskan bahwa ada beberapa sebab-sebab dari
dibatalkannya perkawinan, seperti: Petugas Pencatatan Nikah yang tidak sah
atau tidak memiliki wewenang (ilegal), wali nikah yang tidak berhak (seperti
dalam perkara ini yang menjadi wali nikah adalah ayah tiri dari mempelai
wanita), padahal hal itu jelas tidak dapat dibenarkan, atau saat tidak adanya dua
orang saksi dalam suatu proses berjalannya akad atau adanya saksi namun tidak
memenuhi syarat sebagai saksi. Adapun penjelasan dari ayat (2) menjelaskan
bahwa hak akan melakukan pembatalan nikah dapat batal (gugur) ketika
mereka (suami-istri) mampu hidup serumah sebagai sepasang suami-istri, yang
dibuktikan berupa akta nikah namun lalu diperbarui dengan yang sah.

Kemudian putusnya pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam, diatur

dalam Bab XI Tentang Batalnya Perkawianan dengan beberapa pasal, antara

lain yaitu :*

** Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
* Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991).



Pasal 70 dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan
batal apabila :

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah
karena sudah mempunnyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari
keempat istrinya itu dalam iddah talak ra;j’i;

b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di/i’annnya;

c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga talak olehnya,
kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang
kemudian bercerai lagi ba’da al-dukhul dari pria tersebut dan telah habis
masa idahnya;

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunnyai hubungan darah,
semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi
perkawinan menurut pasal 8 undang-undang No. 1 Tahun 1984, yakni:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara
saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang
dengan saudara neneknya.

3. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara
sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

4. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri
atau istri-istrinya.

Pasal ini menjelaskan tentang beberapa sebab dapat dibatalkannya
perkawinan, seperti: suami yang melaksanakan perkawinan dengan wanita ke
lima (padahal ia telah memiliki empat orang istri sekalipun salah satu dari
mereka sedang menjalani iddah talak raj’i), seorang suami yang menikahi
kembali bekas istri yang telah di/i’annya (meskipun dengan alasan karena
penyesalan), seorang suami yang menikahi kembali bekas istri yang pernah
dijatuhi talak raj’i (kembali jika ia “istri” menikah kembali laki-laki lain lalu
diceraikannya) dalam hal ini mereka bisa menikah kembali, seorang laki-laki
yang menikahi wanita yang memiliki hubungan saudara, semenda, atau
sepersusuan dengan garis yang telah ditentukan, dan laki-laki yang menikahi

saudara kandung atau bibi kemudian dari istri atau istri-istrinya.
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Lebih lanjut dalam Pasal 71, Kompilasi Hukum Islam suatu perkawian

dapat dibatalkan apabila :

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri
pria lain yang mafquq “tidak diketahui keberadaannya”;

c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam idah suami lain;

d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana
ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang
tidah berhak;

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal tersebut menjelaskan tentang dapat dibatalkannya suatu pernikahan
apabila; suami yang berpoligami tanpa seizin dari pengadilan (sekalipun si istri
mengizinkan secara lisan) hal ini tidak dapat dibenarkan karena poligami-pun
harus melalui pertimbangan hukum, wanita yang dikawini ternyata masih
memiliki seorang suami (sekalipun diketahui suami itu sedang sakit), jika
diketahui bahwa wanita yang dinikahi masih dalam masa iddah (meskipun
dalam talak raj’1), jika perkawinan dari kedua belah pihak (salah satu atau
keduanya) memiliki umur yang belum mencapai 16 (untuk perempuan) dan 19
tahun (untuk laki-laki), perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya wali
(wali yang tidak berhak), dan atau perkawinan yang dilakukan melalui paksaan
dari salah satu atau pihak lain. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa, jika
putusnya perkawinan dan belum ada percampuran antara suami dan istri-
persetubuhan, maka tidak ada iddah bagi bekas istrinya.

Mengacu pada latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti

lebih lanjut terkait dengan iddah nikah fasakh dengan mengambil tema

“ANALISIS PENDAPAT IBN HAZM TENTANG IDDAH BAGI WANITA
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AKIBAT FASAKH”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan
secara normatif pandangan Ibn Hazm tentang “Iddah Akibat Nikah Fasakh”.
Penelitian ini menggunakan pendekatan teori yang terdapat dalam hukum
perdata Islam. Dalam meneliti iddah akibat nikah fasakh, maka secara spesifik

teori yang digunakan adalah pernikahan, fasakh, talak, dan iddah.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemuakan, maka
peneliti telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi
pembahasan dalam proposal skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut
adalah :
1. Bagaimana argumentasi Ibn Hazm tentang Iddah Bagi Wanita Akibat
Fasakh ?
2. Bagaimana Relevansi Pendapat Ibn Hazm tentang Iddah Bagi Wanita Akibat

Fasakh dengan Konteks Hukum di Indonesia ?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak
dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis argumentasi Ibn Hazm tentang Iddah
Bagi Wanita Akibat Fasakh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Relevansi Pendapat Ibn Hazm tentang

Iddah Bagi Wanita Akibat Fasakh dengan Konteks Hukum di Indonesia.
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D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka manfaat yang
hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini
hanya didapat peneliti secara teoritis.
2. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah
satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi.

E. Telaah Pustaka

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan
kajian pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti
sebelumnya, yakni dengan memaparkan dengan singkat mengenai beberapa
karya tulis ilmiah sebelumnya yang fokus pada pembahasan tentang “Iddah
Bagi Waniata Akibat Fasakh”. Oleh karena itu, peneliti akan memaparkan
beberapa karya tulis ilmiah terdahulu yang fokus pada pembahasan
sebagaimana peneliti kemukakan.

Pertama, skripsi karya Aqmal dengan judul “Fasakh Nikah Menurut Ass-
Syafi’t dan Relevansinya dengan Komplilasi Hukum Islam”. Hasil dari
penelitian ini yaitu bahwa Ass-Syafi’i berpendapat, fasakh adalah batalnya
suatu pernikahan yang muncul karena adanya aib, kenyataan tidak

terpenuhinya syarat, dugaan tidak terpenuhinya syarat (pendapat baru Imam
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Ass-Syafi’i), dan atau fasakh adalah khuluk, yaitu perpisahan antara suami dan
istri dengan adanya iwadh (kompensasi) (pendapat lama-nya).24

Kedua, skripsi karya Zaini Muttaqin dengan judul “Fasakh Perkawinan
(Studi Atas Pandangan Imam Ass-Syafi’i tentang Ketidakmampuan Suami
Memberi Nafkah Lahir Kepada Istri”. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa
Imam Ass-Syafi’i menetapkan hukum tentang berhaknya seorang wanita
mengajukan cerai kepada suaminya ditetapkan dengan qiyas. Imam Ass-Syafi’i
berpendapat bahwa istri memiliki hak untuk menuntut fasakh perkawinan
kepada hakim apabila suaminya miskin atau tidak sanggup menatkahi dan
apabila suaminya miskin atau tidak sanggup menatkahinya maka hakim boleh
memfasakhkan perkawinannya berdasarkan dengan atsar Umar bin Khattab.*

Ketiga, skripsi karya Hayyu Citra Herdana yang berjudul “Problema
Nikah Fasakh dalam Perspektif Hukum Materil dan Hukum Islam”. Hasil dari
penelitian ini yaitu bahwa nikah fasakh ialah nikah yang dapat dibatalkan
menurut Islam, karena adanya persyaratan atau rukun-rukun yang tidak
dipenuhi oleh salah satu pasangan. Pernikahan fasakh terdapat dua macam,
yaitu pernikahan fasakh yang tidak dapat difasakhkan dan pernikahan yang
harus difasakhkan. Kemudian dalam sifatnya, pernikahan fasakh ada beberapa
macam, yaitu batal karena akad, karena niat, dan karena keadaan. Sedangkan

dalam KHI maupun UU No. 1 tahun 1974 tidak dijelaskan tantang apa saja

* Rizki Akmar Saputra, “Hukuman Atas Pembunuhan Tidak Sengaja dan Relevansinya
Terhadap Rasa Keadilan Masyarakat (Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan KUHP)”.
Skripsi Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam
Banda Aceh, 2016.

% Zaini Muttaqin, “Fasakh Perkawinan (Studi Atas Pandangan Imam Ass-Syafi’i tentang
Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Lahir Kepada Istri”. Skripsi Prodi Al-Ahwal Asy-
Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.
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nikah yang dapat disebut dengan nikah fasakh. Dalam KHI dan UU No. 1
tahun 1974 hanya ada cara pembatalan nikah fasakh.*®

Keempat, skripsi yang disusun oleh Moch. Asrori, Fakultas Syari’ah dan
Hukum TAIN Walisongo Semarang dengan judul “Analisis terhadap Pendapat
Ibnu Abidin tentang tidak ada Iddah Wanita Hamil Karena Zina”. Asrori
sependapat dengan Pendapat Ibnu Abidin yang menyatakan tentang tidak
adanya iddah untuk wanita hamil karena zina, dalam arti boleh dinikahi oleh
orang lain akan tetapi dilarang untuk melakukan hubungan intim sampai wanita
hamil karena zina tersebut melahirkan, dengan alasan untuk menjaga kesucian
rahim dan agar tidak berkumpul dua sperma atau lebih dalam satu rahim yang
mengakibatkan tercampurnya nasab dan menjadi rusak. Metode istinbat hukum
yang digunakan adalah istihsan. Karena di dalam al-Qur’an dan sunah
Rasulullah tidak ada keterangan yang mengaturnya, akan teapi ada persamaan
illat sama-sama hamil.*’

Kelima, Jurnal Ilmiah karya Mursyid Djawas, dkk yang berjudul “Fasakh
Nikah dalam Teori Maslahah Imam Al-Ghazali”. Kesimpulan dalam jurnal ini
bahwa menurut Imam al-Ghazali, faktor fasakh nikah ada enam, yaitu aib atau
cacat, penipuan, wanita sudah terbebas dari status budak, impotensi baik
kepada suami atau istri, suami yang miskin dan tidak mampu memberikan
nafkah, dan faktor pasangan yang hilang. Bagi Imam Al-Ghazali, apabila faktor

tersebut ada, pihak suami ataupun istri bisa menfasakh pernikahannya. Imam

* Hayyu Citra Herdana, “Problema Nikah Fasakh dalam Perspektif Hukum Materil dan
Hukum Islam”. Skripsi Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam, Fakultas Syari’ah UIN
Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.

" Moch. Asrori, “Analisis terhadap Pendapat Ibnu Abidin tentang tidak ada Iddah Wanita
Hamil Karena Zina”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang, 2011.
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Al-Ghazali cenderung memahami fasakh nikah sebagai peristiwa hukum yang
dibolehkan dalam Islam sebab mengandung sisi maslahah, mengangkat
madarat (kerusakan) yang timbul dari hubungan suami dan istri. Teori
maslahah pada fasakh nikah masuk dalam maslahah yang bersifat partikular
atau tertentu, atau disebut juga masalih al-juz ‘iyyah.*®

Berdasarkan dari apa yang telah peneliti paparkan di atas, ditemukan
adanya beberapa penelitian yang sama terkait dengan iddah dan fasakh.
Namun, fokus penelitian peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian di atas.
Peneliti akan meneliti dan menganalisis argumentasi Ibn Hazm tentang iddah
bagi wanita akibat fasakh serta peneliti akan merelevansikannya dengan

konteks hukum di Indonesia. Oleh karena-nya, penelitian ini layak untuk

dilakukan.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami
obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersagkutan dan pedoman cara seorang
ilmuan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.29
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (/ibrary
research), dan bersifat kualitatif. Menurut Robert Bogdan dan Steven

J.Taylor "qualitative methodologies refer to research procedures which

produce descriptive data, people's own written or spoken words and

* Mursyid Djawas, dkk yang berjudul “Fasakh Nikah dalam Teori Maslahah Imam Al-
Ghazalt”. Jurnal Hukum Keluarga “El-Usyrah”, Vol. 02, No. 01, Januari-Juni, 2019.
¥ Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), him. 67.
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observable behavior™® (metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati). Penelitian ini
menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum ini dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, karenanya
merupakan penelitian hukum normatif.>’ Dengan demikian, penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang lazim
dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang biasa disebut
dengan dogmatika hukum (rechtsdogmatiek).”

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
jenis penelitian library research™ yaitu penelitian yang mengandalkan data
dari bahan pustaka untuk dikumpulkan kemudian diolah sebagai bahan
penelitian. Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan skripsi
ini meliputi beberapa teori, kitab-kitab para ahli, dan karangan ilmiah.
Sedangkan sifat penelitian ini adalah kualitatif karena teknis penekananya
lebih menggunakan kajian teks.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis,

yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala,

peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang. Skripsi ini merupakan studi

3% Robert Bogdan, dkk, Introduction to Qualitative Research Methods, (New York : Delhi
Publising, 1975), hlm. 4.

3! Soerjono Soekanto, dkk, Penelitian Hukum Normatif- Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2014), him. 13-14.

32 Sulistyowati Irianto, dkk, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, (Jakarta:
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 142.

33 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1997), him. 9.
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analisis terhadap pendapat Ibn Hazm tentang Iddah Bagi Wanita Akibat
Fasakh. Berdasarkan hal itu, aplikasi metode ini adalah dengan
mendeskripsikan fakta-fakta itu, pada tahap permulaan tertuju pada usaha
mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki,

agar jelas keadaan atau kondisinya yaitu iddah bagi wanita akibat fasakh.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi
documenter. Dokumentasi (documentation) dilakukan dengan cara
pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan
demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan
klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah
penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran,
majalah, website dan lain-lain.**
Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, oleh karena itu
sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data
sekunder, yaitu berupa kepustakaan atau literatur yang membahas iddah
fasakh.”> Di dalam penelitian hukum normatif, data sekunder mencakup

beberapa bahan hukum, yaitu :*

¥ Menurut Arikunto, metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger,
agenda, dan sebagainya. Lihat dalam; Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 206.

3% Soerjono Soekanto, dkk, Penelitian Hukum Normatif- Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta:

Rajawali Pers, 2015), 12.

3 1bid, 52.
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a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan
bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.’’ Bahan hukum primer
dalam penelitian ini penulis dapatkan secara langsung dari kitab A/-
Muhalla karya Ibn Hazm.

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan
baku primer. Maka dalam penelitian ini, data penunjang tersebut penulis
dapatkan dari buku, skripsi, maupun jurnal yang mempunyai relevansi
langsung dengan tema penulisan skripsi ini.

c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian
ini, peneliti menggunakan UU tentang perkawinan, Kompilasi Hukum
Islam, kamus, dan lain sebagainya yang terkait dengan tema pembahasan.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka penulis akan
menggunakan metode deskriptif yaitu cara penulisan dengan mengutamakan
pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.
Skripsi ini merupakan kajian tentang iddah bagi wanita akibat fasakh
perspektif Ibn Hzm. Berdasarkan hal itu, aplikasi metode ini adalah dengan
mendeskripsikan fakta-fakta itu, pada tahap permulaan tertuju pada usaha
mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki,
agar jelas keadaan atau kondisinya yaitu tentang iddah bagi wanita akibat
fasakh.

Jadi, metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual,
mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan

sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau

37 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 141, lihat juga
dalam Dyah Ochtorina Susanti, dkk, Penelitian Hukum (legal Research), (Jakarta: Sinar Grafika,
2014), 52.
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analisis dari peneliti.*® Peneliti mendeskripsikan apa yang peneliti temukan
dalam bahan pustaka sebagaimana adanya kemudian menganalisanya secara
mendalam sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan

dalam skripsi ini.

G. Sistematika Penelitian

Agar mudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis akan
menguraikan sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang
diuraikan menjadi sub-sub bab. Sebelumnya penulis mengawali dengan
halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan,
halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak,
halaman kata pengantar, kemudian dilanjutkan dengan lima (5) bab sebagai
berikut :

Bab I: Pendahuluan. Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian
dan sistematika penelitian.

Bab II: Kerangka teori yang terdiri dari tiga sub bab. Pertama, teori
tentang pernikahan yang berisi; pengertian pernikahan, dasar hukumnya, syarat
dan rukun pernikahan serta hal-hal yang membatalkan pernikahan. Kedua,
teori tentang fasakh yang berisi; pengertian fasakh dan dasar hukumnya,
macam-macam fasakh, dan akibat hukum fasakh, dan Ketiga, teori tentang
iddah, yang berisi; pengertian iddah dan dasar hukumnya, macam-macam

iddah, rukun dan syarat-syaratnya serta hikmah disyari’atkannya iddah.

% Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Andi Offset,
2014), hlm. 21.
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Bab III: Berisi tentang pendapat dan istinbat hukum Ibn Hamz tentang
iddah bagi wanita akibat fasakh yang meliputi; biografi Ibn Hamz, dan
pendapat dan istinbat hukum Ibn Hamz tentang iddah bagi wanita akibat
fasakh.

Bab IV: Merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi analisis
peneliti terhadap argumentasi pendapat Ibn Hamz tentang iddah bagi wanita
akibat fasakh serta relevansinya dengan konteks hukum di Indonesia.

Bab V: Penutup yang berisikan: kesimpulan, saran-saran dan kata
penutup.

Daftar Pustaka, berisi: data-data tulisan atau suatu karya ilmiah atau

buku-buku yang terkait dengan penulisan skripsi ini.



BAB 11
PERNIKAHAN, FASAKH, DAN IDDAH

A. Pernikahan
1. Pengertian Pernikahan dan Dasar Hukumnya

Pernikahan atau perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut
bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan
hubungan kelamin atau persetubuhan.' Menurut bahasa, nikah dapat
mengandung makna haqiqi, yaitu “dam”, yang berarti menghimpit,
menindih, atau berkumpul, dan dapat pula mengandung makna majazi,
yaitu: al-wat’u (i—:hbs‘) yang berarti bersetubuh atau akad (mengadakan
perjanjian pernikahan).” Sedangkan menurut syara’, nikah adalah akad yang
membolehkan seseorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu
dan pada waktu akad mempergunakan lafaf “nikah” atau “zazwij”, atau
terjemahannya.’

Selanjutnya pengertian pernikahan menurut UU No. 1 tahun 1974
pasal 1, bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, bahwa

perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau

! Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustka, Cet Ke-3,
1994),456.

? Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam, Studi tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan
Bintang, Cet. Ke-3, 1993), 1.

3 Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fikih Wanita, Penj. M. Abdul Ghoffar E.M, (Jakarta:
Pustaka al-Kautsar, t.th), 375.

% Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
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mitsaqan  ghalidhan untuk mentaati perintah Allah Swt dan
melaksanakannya merupakan ibadah.’

Beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa arti perkawinan
atau pernikahan adalah suatu akad perikatan untuk menghalalkan hubungan
kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan
kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih
sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah Swt.°

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan
dan dianjurkan oleh syara’, Firman Allah Swt yang bertalian dengan

disyari’atkannya pernikahan antara lain, yaitu surah al-Riim ayat 21:

g5 835 0K ey ) 1580 il AT G oS0 3l O T sy

P
- &, - e @

093 a3l Y S 3 O

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu
cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian
itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum
yang berpikir. (Qs. al-Riim: 21).’

—un\
t

Sedangkan hadis yang bertalian dengan disyariatkannya pernikahan

antara lain:

> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

® Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, Cet. Ke-9,
1999), 11.

7 Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra
Semarang, 2002), 406.
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Artinya: Dari ‘Abdurrahman bin Yazid dari ‘Abdullah berkata: Telah
bersabda kepada kita Rasulullah saw: Wahai generasi muda,
barang siapa diantara kalian telah mampu serta berkeinginan
untuk menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu menundukkan
pandangan mata dan memelihara kemaluan, kalau belum mampu
hendaklah berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya.”

(HR. Muttafaq ‘alaih).

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi asas disyari’atkan perkawinan di
atas, dapat peneliti simpulkan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah.
Akan tetapi hukum mubah tersebut bisa berubah-ubah mengikuti illat
hukumnya.9

2. Rukun dan Syarat Pernikahan
Rukun nikah menurut para ulama mazhab terdapat perbedaan

pendapat, yakni: Syafi’iyyah, ada 5: Sighat, calon suami, calon istri, 2 saksi,

wali; Hanaflyyah, ada 2: ijab dan kabul; Malikiyyah, ada 5: wali, dua saksi,

¥ Muhammad bin Ismail al-Amiri al-San’ani, Subul Al-Salam Syarah Bulugh Al-Maram,
Penerj. Ali Nur Medan dkk, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, (Jakarta: Daruss Sunnah
Press, Cet. Ke-I, Juz II, 2008), 602.

? Wajib, diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah takwa dan bila
dikhawatirkan akan berbuat zina. Sunnah, bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu
kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina. Haram, seseorang yang tidak mampu
memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak. Makruh, bagi
seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak
merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Dan terakhir
mubah, Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau
alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin maka hukumnya mubah. Lihat dalam: Sayyid
Sabiq, Figh al-Sunnah, Perj. Hasanuddin Nor, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Jilid II, Cet. Ke-I,
2006),10-12.
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calon suami dan istri, Sighat, mahar; dan Hanabilah, ada 2: calon suami dan
1stri, Sz'ghat.lo

Sedangkan syarat menurut ulama Hanafiyyah dalam pernikahan
dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yakni sebagaimana berikut:

a. Syarat in’igad (pelaksanaan). Yakni syarat yang menentukan
terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan ini
tergantung pada akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus
dipenuhi karena dia berkenaan dengan akad itu sendiri, dan jika syarat-
syarat ini batal maka akad perkawinan itu batal.

b. Syarat sihhah (sah). Yakni sesuatu yang keberadaannya menentukan
dalam perkawinan, syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat
menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak
dipenuhi, maka perkawinan itu tidak sah, seperti tidak adanya mahar
dalam perkawinan.

c. Syarat nafaz (terlaksana). Yakni syarat yang menentukan suatu
kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan
sahnya perkawinan tergantung pada adanya syarat-syarat itu terpenuhi
menyebabkan fasad-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan
akad perkawinan adalah seorang yang berwewenang untuk itu.

d. Syarat luziim (kelanggengan). Yakni syarat yang menentukan kepastian
suatu  perkawinan dalam arti tergantung padanya kelanjutan
berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah adanya syarat
tersebut tidak memungkinkan perkawinan yang sudah dilaksanakan itu
dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan
dapat dibatalkan.""

1.) Syarat in’igad", yang termasuk syarat-syarat in‘igad, yaitu :
a. Syarat-syarat bagi pihak yang berakad
Bagi dua orang yang berakad maka disyaratkan harus ahliyah al-
tasarruf dalam artian orang tersebut bisa melakukan akad sendiri
maupun untuk orang lain. Dalam hal ini adalah orang yang sudah
tamyiz, maka bila yang berakad itu anak kecil yang belum tamyiz maka

akadnya batal. Selain itu yang berakad juga disyaratkan mempunyai

' Wizarah al-Auqaf wa al-Syuin al-Islamiyyah, al-Maiisi’ah al-Fighiyyah al-
Kuwaitiyyah, Juz 41, 233.

" Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media,
2009), 60.

"2 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islam wa Adillatuhu, Perj. Abdul Hayyie al-Kattani,
(Depok: Gema Insani, Juz 7, 2011), 47-49.
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kemampuan untuk mendengar perkataan orang lain, baik secara hakiki

maupun secara hukmi.

. Syarat-syarat calon istri

Persyaratan bagi seorang mempelai wanita adalah bahwa
mempelai wanita tersebut haruslah wanita yang sebenarnya (tidak
banci). Hal ini dikarenakan menikahi sesama jenis hukumnya adalah
haram, sehingga akad yang dilakukan adalah batal. Selain itu, wanita
yang akan dinikahi disyaratkan bukan wanita yang haram dinikahi,
adapun wanita yang haram dinikahi seperti saudara perempuan, anak
perempuan, bibi, dan sebagainya.

Syarat-syarat sighat

Sighat mempunyai beberapa syarat yang menentukan sah

tidaknya sighat yang diucapkan, yaitu :

1) Sighat harus diucapkan dalam satu majelis, meskipun kedua
mempelai hadir namun berbeda majelis maka sigahnya batal.

2) Kesesuaian isi ijab dengan isi kabul dan harus cocok.

3) Sighat dilakukan seketika itu juga, dalam artian sigah harus
bersambung dan tidak boleh pisah.

2.) Syarat sihhah", yaitu terdiri dari :

a.

Calon mempelai wanita tidak haram dinikahi.

b. Sighat tidak dibatasi oleh waktu tertentu.

. Hadirnya saksi saat akad; para ulama mazhab sepakat kecuali

Malikiyyah yang membolehkan saksi hadir sebelum atau sesudah akad.
Kedua mempelai rela tanpa dipaksa; para ulama mazhab sepakat
kecuali Hanafiyyah yang menghukumi sah pada nikah atau talak yang
dipaksa.

Kedua mempelai jelas orangnya.

Kedua mempelai ataupun wali tidak sedang ihram; para ulama mazhab
sepakat kecuali Hanafiyyah yang membolehkan nikah saat ihram.
Adanya mahar.

Akad diketahui orang banyak (umum); ini adalah syarat yang
ditentukan oleh Malikiyyah.

Para mempelai tidak menderita sakit yang ditakuti; ini adalah syarat
yang ditentukan oleh malikiyah.

B Ibid,. Juz 7, 62-82.
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j. Hadirnya wali; para ulama mazhab sepakat kecuali Hanafiyyah yang
membolehkan nikah tanpa wali.

3.) Syarat nafaz, yang terdiri dari :

a. Para mempelai harus ahliyah, mampu melakukan akad atau transaksi
sendiri. Dalam hal ini maka para mempelai harus berakal, baligh dan
merdeka.

Calon suami haruslah orang yang sudah mengerti (pintar)

Wali yang mengakadkan haruslah wali yang lebih dekat

Seorang wakil tidak boleh menyalahi amanah yang diembannya

Yang bertindak mengakadkan kedua mempelai adalah orang yang
berwenang untuk itu.

°opo

4.) Syarat [uziim, yaitu terdiri dari :

a. Membayar mahar misi/ jika menikai wanita merdeka ketika tidak ada
rida walinya.

b. Mempelai pria harus kufu dengan mempelai wanita.

c. Suami harus sehat, bebas dari cacat dan impotensi.'*

3. Hal-hal yang Membatalkan Pernikahan

Pembatalan nikah dalam bentuk pertama, yaitu perkawinan yang
sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian diketahui tidak
memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun
syaratnya, atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak
membenarkan terjadinya perkawinn, jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan
nikah atau terdapat padanya halangan nikah. Dalam ketentuan umum yang
disepakati semua pihak ialah bahwa peerkawinan yang tidak memenuhi
syarat dan rukun atau terdapat padanya halangan tersebut dinyatakan batal."

Adapun pembatalan nikah dalam bentuk kedua, yang disebut khiyar

fasakh, yaitu pembatalan nikah yang disebabkan karena terjadiya sesuatu

" Ibid,. Juz 7, 87.
"> Amir Syarifuddin,. Op,. Cit, 244.
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pada suami atau istri yang tidak memugkinkan dilanjutkannya ikatan

pernikahan, maka uraiannya sebagai berikut :

a.

Pembatalan nikah karena syigag. Salah satu penyebab terjadinya khiyar
fasakh ini adalah pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin
didamaikan.

Pembatalan nikah karenan cacat. Cacat dalam hal ini adalah cacat yang
terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani ataupun cacat
ruhani. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak
diketahui oleh pihak lain atau cacat yang diketahui setelah akad terjadi.

. Pembatalan nikah terjadi karena ketidakmampuan suami memberi nafkah

dan lain sebagainya.'®

Kemudian, dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan secara rinci,

Pasal 70 disebutkan bahwa perkawinan batal apabila :

a.

Suami melakukan perkawinan sedangkan ia tidak berhak melakukan
akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah
satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj’i.

b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili’annya.

Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak
olehnya, kecuali bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain
kemudian bercerai lagi ba’da ad-dukhul dari pria tersebut dan telah habis
masa iddahnya.

Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan
darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi
perkawinan.'’

Lebih lanjut, menurut Pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila :

Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas,

. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu saudara,

antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan
saudara neneknya,

Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau
ayah tiri,

Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, dan bibi
atau paman sesusuan.'®

"% Ibid, 245-253.
7 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 70.
'8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8.
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B. Fasakh
1. Pengertian Fasakh

Kata fasakh, secara morvologi berasal dari bahasa Arab “Z4” dengan
fi’il mudari’ dan masdarnya berupa “\ilé-éléé” yang secara etimologi
beragam makna, yaitu “C=iEe A0y AEl G WAy =8t
(pembatalan atau pengrusakan, penghilangan, dan pembatalan atau
penghapusan).”

Secara umum, kata fasakh secara etimologi memiliki beberapa makna
yang hampir sama, yaitu "853 Sy 5 a5 Ay Odaiyly Gadlin
ujar Mahmiadi.*'

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fasakh adalah hak
pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan dakwaan
(tuntutan) isteri atau suami yang dapat dibenarkan oleh pengadilan agama,
atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.?
Menurut Ensiklopedi Islam fasakh adalah pemutusan hubungan pernikahan
oleh hakim atas permintaan suami atau isteri atau keduanya, akibat
timbulnya hal-hal yang dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu
pihak suami isteri secara wajar dan tidak dapat mencapai tujuan

pernikahan.”

 Ibn Manzir, Lisan al- ‘Arab, (Kuwait: Daru al-Nawadir, Juz 4, 2010), h. 14. Muhammad
bin Abl Bakar bin ‘Abd Al-Qadir Al-Razi, Muhtar Al-Sihah, (Bairut: Maktabah Libanan, Juz 1,
1896), 429.

2 Atabik Ali, dkk, Kamus Kontemporer Arab Indonesia, (Yogyakarta: Multi Karya
Grafika, Cet. Ke-7, 1998), 206.

! Salim Mahmudi, Ahkam Faskhi ‘Ugiid Al-Zawaj Fi Figh Al-Islami Wa Al-Asar Al-
Mutarattabati ‘Alatha, (Arab Saudi: Al-Sannah Al-Jami’iyyah, 2018), 48.

* KBBI Online.

» Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia, (Jakarta:
Djambatan, 1992), 282.
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Jadi, fasakh nikah yaitu pembatalan, pengrusakan, penghilangan,
pemutusan dan atau penghapusan nikah. Apabila perkataan fasakh
disandarkan kepada nikah, maka ia akan membawa maksud membatalkan
atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi
kekalnya perkawinan tersebut.**

Sedangkan pengertian fasakh secara terminologi, dipaparkan oleh
beberapa ulama, diantaranya yaitu :

a. Hanaflyyah yang diutarakan oleh Ibn Nujaim, fasakh pengertiannya yaitu
“xiall Lig*) J3”, fasakh yaitu melepaskan ikatan akad.”

b. Malikiyyah sebagaimana dikemukakan oleh Al-Qarafi, bahwa fasakh
adalah (& a1 (& Jla¥) (e a8al) &4 $1&°%) 7, fasakh adalah mencabut hukum
akad dari asalnya seperti tidak pernah terjadi.*®

c. Syafi’'tyyah sebagaimana dikemukakan oleh Al-Suyuti, fasakh
pengertianya yaitu <2l LUk’ a7, fasakh yaitu melepaskan ikatan
akad.”’

d. Hanabilah sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mardawi, fasakh yaitu
“afin (ya 22l &3')”, fasakh yaitu melepaskan akad dengan tiba-tiba.”®

e. Wahbah Al-Zuhaili

* Abdul Wahab Khalaf, Ahkam Al-Syakhsiyyah fi Al-Islam, (Kuwait: Daru al-Qalam,
1990), 60.

 Tbn Nujaim, al-Asybah wa al-Nadhair’Ala Mazhab Abi Hanifah, (Bairut Libanan: Daru
Al-Kutub Al-Ilmiah, 1999), 292.

8 Imam Al-Qarafi, Al-Furiig Anwar Al-Buriig fi Anwa’ Al-Furig, (ttp: ‘Alim Al-Kutub,
Juz 3, t.th), 269.

*7 Jalaluddin al-Suyiti, al-Asybah wa al-Nadhdir, (Bairut: Daru al-Kutub al-Iimiyah, Cet.
Ke-1, Juz 2, 1990), 34.

2 Imam Al-Mardaw, Al-Inshaf, (t.tp: Daru lhya’ al-Turats al-‘Arabi, Cet. Ke-I, Juz 1V,
1955), 469.
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Artinya: Fasakh adalah rusaknya sebuah akad pernikahan dari asalnya
dan menghilangkan kehalalan atas sesuatu yang dibolehkan
dalam ikatan pernikahan.

f. Hamid Sarong mendefinisikan fasakh sebagai salah satu sebab putusnya
pernikahan, yaitu merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan
yang telah mengikat atau berlangsung.*

Berdasarkan beberapa pengertian fasakh di atas, dapat disimpulkan
bahwa “fasakh nikah” adalah merusak atau membatalkan tali pernikahan
antara dua orang yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor
ini terdapat banyak jenis yang akan peneliti paparkan pada pembahasan

macam-macam fasakh.

2. Dasar Hukum Fasakh
Hukum fasakh adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula

dilarang, namun bila melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu hukumnya
sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu tersebut. Dalam artian, yang
dimaksud dengan keadaan tertentu yaitu terdapatnya beberapa faktor yang
membolehkan untuk melakukan fasakh, di antaranya; syigaq (pertengkaran
antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan), fasakh karena cacat,
fasakh karena ketidakmampuan suami memberi nafkah, fasakh karena
suami meninggalkan tempat tetapnya dan pergi entah kemana dalam jangka

waktu yang sudah lama, fasakh karena melanggar perjanjian dalam

¥ Wahbah Al-Zuhaili, al-Figh al-Islam wa Adillatuhu, (Damaskus: Daru Al-Fikr, Juz 7,
1985), 348.

3 Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Banda Aceh: Yayasan Pena,
Cet. Ke-3, 2010), 143.
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perkawinan dan lain sebagainya.’’ Kemudian terkait dengan dasar hukum
fasakh itu sendiri terdapat dalam beberapa dalil, yaitu :
1) Al-Qur’an

a. Surah Al-Nisa’ ayat 35

\ujo\%\wu&,m‘wu&\wuu@.ﬂ@wr&%
e Ut D8 A &) g il 323 5
Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara
keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga
laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan.
Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud untuk
mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufig
kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui

Maha Mehateliti (Q.s al-Nisa: 35).%

Hasan mengatakan bahwa kedua hakam yang telah ditunjuk itu
bekerja untuk memperbaiki keadaan suami istri, supaya yang keruh
menjadi jernih, dan yang retak tidak sampai pecah. Jika kedua hakam
itu berpendapat bahwa keduanya lebih baik bercerai oleh karena tidak
ada kemungkinan lagi melanjutkan hidup rukun dan damai, maka

kedua hakam itu boleh menceraikan pasangan suami-istri tersebut.”

b. Surah al-Baqarah 229

3

e Ol 225 31 gy lald (55 (3Dl

Artinya: Talak (vang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami
dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan
baik....(Q.s al-Baqarah: 229).%*

3! Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 133-134.
32 AI-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama R1,. Op,. Cit, 84.

33 Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-Ahkam, (Jakarta: Kencana, 2011), 266.

3* AI-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama R1,. Op,. Cit, 28.
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Menurut Al-Syafi’1, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt
memerintahkan untuk menahan dengan baik, sebab penahanan
tersebut merupakan hak si istri (nafkah lahir maupun batin). Oleh

karena itu, apabila suami tidak mampu menafkahi istrinya, maka si

istri boleh meminta cerai.>>

2) Al-Hadis

a. Hadis riwayat dari Imam Malik

- ]

’C“}J.%—)Laﬁ J\jﬂi M\wwu& J..’u J.é\ u.JJ bj’.}i

Artinya: Malik telah menceritakan kepada kami, Mujabbar telah
menceritakan kepada kami dari Sa’id bin al-Musayyab,
bahwasanyya ia berkata: Bilamana seorang laki-laki
menikahi seorang perempuan, dan laki-laki itu mengalami
gangguan jiwa atau mengidap penyakit berbahaya, maka si
perempuan diberi pilihan (khiyar). Jika mau, ia boleh
meneruskan perkawinan. Jika tidak, ia boleh bercerai (HR
Malik).

b. Hadis riwayat Imam Al-Bathaqt

~ P
G- 2 M }i /.//°oi

1 Aiss el o Lo daslsdt v use 2 A o wse T G

o4 g o0 & - A
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3% Imam Al-Syafi’1, AI-Um, (Mesir: Al-Bab Al-Halabi, Juz 7, t.th), 321.
36 Imam Malik, AI-Muwata’, (Bairut Libanan: al-Maktabah al-Ilmiah, Juz 1, t.th), 181.
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Artinya: Abiui ‘Abdillah  Muhammad bin ‘Abdullah al-Hafiz telah
menceritakan kepada kami, Abii al-Abbas Muhmmad bin
Ya’'qub telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin
‘Ubaidullah al-Munadi telah menceritakan kepada kami,
Ishaq bin Yiasuf al-Azraq telah menceritakan kepada kami
dari Sa’id bin Abi ‘Aritbah dari Qatadah dari Sa’id bin al-
Musayyab, dari ‘Umar bin al-Khattab r.a bahwa la pernah
berkomentar tentang laki-laki yang lemah syahwat: Dia
harus ditangguhkan selama satu tahun. Itu-pun jika dia
sampai pada tempo tersebut. Jika tidak, maka pisahkanlah
di antara keduanya. Namun, si istri berhak atas mahar dan
iddah (berstatus talak bain) (HR. Al-Bathaqi).

3. Macam-macam Fasakh

Putusnya pernikahan adakalanya disebabkan karena fasakh dan
adapula karena talak.’® Sebelum peneliti mendeskripsikan macam-macam
fasakh, peneliti akan menjelaskan perbedaan antara fasakh dan talak itu
sendiri. Talak secara morfologi berasal dari kata “idtha - dﬂaa - Gl yang

bermakna berpisah atau bercerai.*

Al-Zuhaili mengatakan talak yaitu
lepasnya ikatan dan pembebasan dan atau terlepasnya ikatan pernikahan
atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya.*’
Sedangkan fasakh, yaitu merusak atau membatalkan tali pernikahan antara

dua orang yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Jadi, berdasarkan

pengertian ini dapat disimpulkan bahwa talak yaitu harus dengan

37 Abt Bakar Al-Bathaqi, Sunan Kubra li Al-Bathagt, (Bairut Libanan: Daru Al-Kutub Al-

Ilmiah, Juz 7, 2003), 368.

539.

3% Wizarah al-Auqaf wa al-Syuiin al-Islamiyyah,. Op,. Cit, Juz 32, 137.
% Asad M. Alkalali, Kamus Indonesia-Arab, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993),

0 Wahbah al-Zuhaili,. Op,. Cit,. Juz 9, 318.
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meggunakan kalimat-kalimat tertentu (ada niat untuk melepaskan ikatan
pernikahan). Kemudian, perbedaan antara kedua-nya yaitu :

a. Talak yaitu putusnya ikatan pernikahan yang dikehendaki oleh suaminya
dan terkadang diputuskan oleh hakim dengan sebab tertentu, sedangkan
fasakh yaitu putusnya hubungan suami istri tanpa dikehendaki atau
dikehendakinya. Hal tersebut dilakukan (fasakh) karena adanya sebab
yang muncul belakangan yang mengakibatkan pernikahannya batal atau
tidak bisa dilanjutkan, seperti kemurtadan salah satu, adanya kecacatan
dan lain sebagainya.

b. Talak merupakan konsekuensi dari adanya pernikahan yang telah
ditetapkan oleh syari’at, sedangkan fasakh merupakan konsekuensi
hukum akibat tidak terpenuhinya syarat, misalnya pernikahan dilakukan
tanpa adanya kesetaraan.

c. Talak hanya berlaku dalam pernikahan yang sah (telah memenuhi syarat
dan rukun pernikahan), yakni maksimal tiga kaki talak, sedangkan fasakh
yaitu putusnya ikatan hubungan suami istri dalam pernikahan fasid, dan
secara otomatis.

d. Konsekuensi dari talak, istri berhak mendapatkan mahar, mut’ah, iddah
dan lain sebagainya. Sedangkan fasakh, istri tidak berhak atas nafkah
pada masa iddahnya, tidak ada hak rujuk, dan lain sebagainya.*!

Fasakh adakalanya atas putusan pengadilan dan adapula tanpa putusan
pengadilan. Fasakh yang diputuskan oleh hakim, diantaranya yaitu sebagai
berikut :

a. Tidak adanya kesetaraan, baik dalam profesi, agama, genetik, dan lain
sebagainya.
b. Kurangnya mahar dari mahar mitsi

c. Pindahnya agama oleh istri. Pindahnya agama oleh suami bersatatus talak
(pendapat Imam Abu Hanifah) dan fasakh menurut mayoritas ulama.

;42

*! Abt Al-Khattab, Al-Farq Bain Al-Talaq wa Al-Faskh wa Al-Khul u, (t.tp: t.th), 1-2.

*2 Mahar mitsil adalah mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang
belum ada ketentuan besar kecilnya serta jenis mahar yang akan diberikan. Mahar ini menjadi hak
perempuan dengan jumlah seperti mahar yang diterima oleh perempuan yang sebaya dengannya
dalam usia, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan serta negerinya pada saat
dilaksanakan akad nikah. Sebab, nilai mahar bagi seorang perempuan biasanya berbeda sesuai
dengan perbedaan sifat-sifat ini. Oleh karenanya, yang dijadikan acuan dalam kesetaraan dari segi
kerabatnya seperti saudaranya, bibinya, dan anak-anak perempuan pamannya. Mahar mitsil terjadi
apabila dalam keadaan, yaitu ; 1. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika
berlangsungnya akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal
sebelum bercampur, 2. Jika mahar musamma belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur
dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah. Lihat selengkapnya; Sayyid Sabiq, Figih Sunah, Perj.
Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Jilid 3, Cet. Ke-2, 2007), 421.
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d. Khiyar Al-Buliigh, yakni pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang
belum cukup umur atau masih kecil, sedangkan akad nikahnya bukan
dilakukan oleh ayahnya atau walinya. Namun apabila telah dewasa
mereka berhak memilih untuk meneruskan ikatan pernikahan atau
mengakhirinya.

e. Khiyar Al-Ifagah min Al-Juniin, yakni pernikahan yang dilakukan dalam
keadaan gila.*”

Kemudian terkait dengan fasakh dengan tanpa putusan pengadilan
atau secara otomatis, yaitu :

a. Rusaknya ikatan pernikahan, seperti pernikahan yang dilakukan tanpa
adanya saksi.

b. Diketahui antara suami dan istri terdapat hubungan yang dilarang,
misalnya terdapat hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan lain
sebagainya.

c. Murtadnya suami (menurut Imam Abt Hanifah dan Abu Ydasuf).
Demikian pula jika keduanya murtad, maka keduanya tidak dipisahkan.**

Al-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul “Fikih Islam Wa Adillatuh”,
Ia menjelaskan dengan panjang lebar, bahwa alasan fasakh dapat
dikelompokkan dalam beberapa kelompok, yaitu :*
1) Menurut Imam Abii Hanifah

a. Suami atau istri murtad (pindah agama).

b. Apabila istri keluar dari Islam setelah muallaf atau setelah suami
mengislamkannya. Sedangkan sebaliknya, apabila suami yang
kembali menjadi kafir, maka menurut Abt Hanifah dan Muhammad
yaitu berakibat jatuh talak, namun menurut Abi Yusuf hal itu
termasuk fasakh.

¢. Memiliki dua atau lebih status kewarganegaraan yang berbeda secara
hakikat dan hukum. Misalnya apabila salah satu dari suami istri pergi
ke negara muslim dalam status telah menjadi muslim, sedangkan
pasangannya ditinggalkan di negara yang sedang mengalami
peperangan atau negara kafir dan berstatus sebagai kafir, maka
perkawinan tersebut fasakh. Namun, menurut mayoritas ulama hal
tersebut merupakan situasi yang tidak dapat diprediksi.

* Wizarah al-Auqaf wa al-Syuiin al-Islamiyyah,. Op,. Cit,. Juz 32, 137.
44 1.

Ibid,20
* Wahbah al-Zuhaili,. Op,. Cit,. Juz 9, 108-116.
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d. Salah satu atau keduanya belum dewasa. Dalam hal ini, yang

f.

memutuskan adalah hakim. Apabila perpisahan terjadi karena adanya
cacat pada istri, maka perpisahan tersebut termasuk talak dan harus
diputuskan juga oleh hakim.

. Apabila istri adalah budak yang sudah merdeka, sedangkan suami

masih menjadi budak yang belum merdeka. Namun istri diberikan
pilihan untuk memutuskan perkawinan atau melanjutkannya.
Kurangnya mas kawin yang sanggup diberikan suami kepada istrinya.

2) Menurut Imam Malik

Menurut Imam Malik, perpisahan yang termasuk fasad dibagi

menjadi dua, yaitu :

a.

Menurut para ulama yang termasuk bahwa perpisahan itu fasad adalah
fasakh. Misalnya, perpisahan karena perkawinan antara dua orang
yang diharamkan untuk menikah, nikah mut’ah dan lain sebagainya.
Masih diragukan atau menjadi perdebatan fasadnya. Misalnya,
menikah tanpa adanya wali seperti hal-nya nikah sirri atau nikah
tersembunnyi. Menurut Imam Malik, nikah tersembunnyi termasuk
fasakh. Sedangkan menurut Abt Hanifah diperbolehkan.

Kemudian, seacara umum nikah fasakh menurut Imam Malik yaitu

sebagai berikut :

a.

Apabila pernikahan yang dilangsungkan tidak memenubhi syarat-syarat
pernikahan atau melanggar ketentuan syara’. Misalnya menikahi
saudara kandung, saudara sepersusuan dan lain sebagainya.

. Menikah dengan orang yang harus dihormati karena adanya

kekerabatan akibat adanya pernikahan.
Apabila saling mengutuk atau berkata buruk antara kedua pihak, yang
seharusnya perkawinan itu harus saling menghormati.

. Apabila suami kemabli menjadi kafir setelah memeluk Islam atau

muallaf, demikian sebaliknya.

3) Menurut Imam Syafi’1

a.

Karena kesulitan memberikan mahar atau memberikan nafkah atau
memberikan pakaian dan atau tempat tinggal.

b. Perkawinan yang saling mengutuk atau berbiacara kasar antara kedua

C.

pihak, suami istri.
Perpisahan karena salah satu budak dari pasangan suami istri itu
merdeka.
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d. Karena adanya aib atau cacat yang permanen yang kemudian diadukan
kepada hakim. Apabila cacat seperti impotent, maka fasakh-nya
ditunda selama satu tahun setelah timbulnya penyakit tersebut.

e. Perkawinan antara budak dan perempuan yang merdeka.

f. Apabila menyamakan ibunya atau anaknya ketika bersetubuh.

g. Apabila suami dan atau istri ditawan sebelum bersenggama atau
setelah bersenggama.

h. Salah satu suami atau istri murtad.

i. Menikahi dua orang yang bersaudara.

J. Menikahi lebih dari empat istri.

k. Apabila suami atau istri memiliki wanita atau pria idaman lain.

. Apabila suami menceraikan istrinya tanpa alasan yang jelas. Menikahi

saudara kandung atau saudara sepersusuan (lebih dari lima kali
menysusu) atau hal lain yang dilarang atau diharamkan.

4) Menurut Imam Hanbalt

a. Meninggalkan istri atau melepaskan tanpa alasan yang jelas atau tanpa
kata-kata cerai.

b. Salah satu suami atau istri murtad.

c. Adanya cacat atau penyakit, seperti gila atau cacat pada istri seperti
rapatnya kemaluan, bau, adanya bisul dan sebagainya. Demikian pula
cacat suami, misalnya impotent.

d. Menikahi non muslim.

e. Apabila suami bersumpah tidak beretubuh dengan istrinya dihadapan
hakim dan selama empat bulan itu suami tidak menyetubuhi istrinya
dan tanpa menceraikannya maka hakim memutuskan suami istri
terebut berpisah.

f. Saling mengutuk atau berkata kasar antara suami dan istri.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti dapat menarik benang merah
bahwa fasakh adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat nikah
itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian yang
menyebabkan akad pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Fasakh
yang disebabkan rusak atau terdapatnya cacat dalam akad nikah antara lain
yaitu; 1) Setelah pernikahan berlangsung dikemudian hari diketahui bahwa
suami istri adalah saudara sekandung, seayah, seibu atau saudara

sepersusuan; 2) Apabila ayah atau kakek menikahkan anak laki-laki atau
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perempuan di bawah umur dengan orang yang juga di bawah umur, maka
setelah kedua anak ini dewasa mereka berhak atau menghentikan
pernikahan itu dan lain sebagainya. Kemudian, fasakh yang disebabkan ada
penghalang setelah berlangsungnya pernikahan misalnya antara lain; 1)
Salah seorang diantara suami istri itu murtad (keluar dari agama Islam); 2)
Apabila pasangan suami istri tersebut dahulunya menganut agama non
Islam, kemudian istrinya memeluk agama Islam, maka dengan sendirinya
akad pernikahan itu batal. Apabila suaminya yang masuk Islam sedangkan
wanita tersebut kitabiyah (yahudi atau nasrani) maka pernikahan tersebut
tidak batal; 3) Suami atau istri mempunyai penyakit yang gawat, atau cacat
pada salah satu pihak yang menghalangi kehidupan seksual yang wajar; 4)
Suami tidak mampu memberi nafkah; 5) Suami menghilang dalam waktu
yang lama (4 bulan) dan lain sebagainya.*®

4. Akibat Hukum Fasakh

Untuk membuat efisien waktu dan tenaga, dalam sub bab ini peneliti
akan fokus akibat hukum berupa “iddah” serta imbuhan secukupnya. Akibat
hukum yang akan peneliti kemukakan yakni perspektif hukum Islam dan
Perundang-undangan yang ada di Indonesia sebagaimana berikut.

1) Perspektif Hukum Islam
Sebagaimana hal-nya talak, fasakh memiliki akibat-akibat tertentu
yang berpengaruh terhadap hubungan suami istri. Adapun akibat-akibat

fasakh yaitu :

% Abdul Aziz Dahlan, Ensilopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-
1,Jilid 1, 1996), 317
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a. Fasakh menyebabkan putusnya perkawinan seketika itu juga, dan
apabila suami istri memperbarui perkawinan, mereka harus dengan
akad baru.

b. Putusnya pernikahan dengan fasakh tidak mengurangi bilangan talak
yang dimiliki suami.

c. Putusnya pernikahan dengan fasakh sebelum terjadi hubungan suami
istri atau khalwah sahihah tidak wajib mut’ah, tetapi apabila suami
berbaik hati, maka ia boleh saja memberi mut’ah kepada bekas istri.

d. Apabila terjadi fasakh sebab terbukti cacat setelah melakukan
hubungan intim, suami berkewajiban memberi maskawin sepantasnya
atau kelaziman.*’

Kemudian akibat fasakh terhadap suami serta istri, adalah sebagai
berikut :

1. Terhadap suami. Meskipun istri meminta fasakh disebabkan perbuatan
suami, namun fasakh tersebut membawa akibat juga terhadap suami,
seperti bila suami berkeinginan untuk kembali kepada bekas istrinya
tersebut harus dengan akad nikah baru kembali. Artinya, suami tidak
bisa merujuk istrinya walaupun istrinya masih dalam masa iddah.

2. Terhadap Istri. Selain terhadap suami, fasakh juga berakibat terhadap
istri itu sendiri, yaitu dengan terjadinya fasakh, maka istri wajib
menjalani masa iddah sebagaimana hal-nya bentuk-bentuk perceraian
yang lain. Sedangkan, jika belum pernah terjadi hubungan intim, maka
tidak ada masa iddah.** Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Ahzab
yang telah peneliti paparkan dalam sub bab dasar hukum di atas.

2) Perspektif Hukum di Indonesia
Akibat dari pembatalan perkawinan dapat dijumpai dalam Undang-
undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Pasal 28 sebagai berikut :

a. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak
berlangsungnya perkawinan.

b. Keputusan tidak berlaku surut terhada ; 1. Anak-anak yang dilahirkan
dari perkawinan tersebut. 2. Suami atau istri yang bertindak dengan
i’tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan
perkawinan didasarkan atas adanya perkawinnan lain yang lebih
dahulu, 3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk a dan b

" Novi Yulisma, “Tinjauan Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi tentang Fasakh Disebabkan
Ketidakmampuan Suami Memberikan Nafkah”. Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Batusangkar,
2017, 67.

* Ibid, 67-68.
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sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i’tikad baik sebelum
keputusan tentang pembatalan mempunyai hukum tetap.*

Dalam Pasal 76 KHI disebutkan bahwa “batalnya suatu perkawinan
tidak akan memutuskan suatu hubungan hukum antara anak dengan
orang tuanya”. Selain itu juga disebutkan dalam Pasal 75 KHI bahwa
keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut kepada :

a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad;

b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan
beri’tikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan
mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Kemudian akibat hukum karena putusan fasakh. Hakikat cerai
mengharuskan berhentinya hubungan suami istri dan menetapkan hal-hal
yang telah ada. Berdasarkan kajian pustaka, peneliti menyimpulkan
bahwa fasakh itu pada hakikatnya adalah perceraian, sehingga untuk
dapat mengetahui akibat hukum karena putusan fasakh, maka kembali ke
akibat hukum talak. Dalam Pasal 149 KHI disebutkan akibat hukum talak
adalah sebagai berikut :

1) Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

a. Memberikan mut’ah yang layak kepada istrinya, baik berupa uang
atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul;

b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selam
dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalaq ba’in
atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

c. Melunasi mahr yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh
apabila qobla al-dukhul;

d. Memberikan biaya hadhananh untuk anak-anaknya yang belum
mencapai umur 21 tahun.”!

¥ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama, Kompilasi Hukum
Islam, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen RI,
2000),19.

* Ibid, 42.
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Lebih lanjut, dalam Pasal 155 KHI disebutkan bahwa “waktu iddah

bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li’an

berlaku iddah talak”.>* Dari pasal tersebut, jelas bahwa iddah fasakh

sama

ni :

dengan iddah talak yang dijelaskan dalam pasal-pasal KHI berikut

1. Pasal 150, yaitu “Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas
istrinya yang masih dalam masa iddah.”

2. Pasal 151, yaitu “Bekas istri selama dalam masa iddah, wajib menjaga
dirinya tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain”.

3. Pasal 152, yaitu “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari
bekas suaminya kecuali ia nuyusz.”

4. Pasal 153, yaitu “Bagi seorang istri yang putus perkawinanya berlaku

wa

ktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al-dukhul dan perkawinannya

putus bukan karena kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :

a.

b.

Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al-
dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi
yang haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya
90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90
(Sembilan puluh) hari;

Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut
dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut
dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena

perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya
gobla al-dukhul.

Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu
tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi
perkawinan yang putus karena kematian, tenggan waktu tunggu
dihitung sejak kematian suami.

Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu
menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga
kali waktu haid.

31 bid, 69.
32 1bid, 72.
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h. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka
iddahnya selama satu tahun tersebut ia haid kembali, maka
iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.”

C.I1ddah

1. Pengertian Iddah dan Dasar Hukumnya
Secara etimologis, kata iddah merupakan bentuk masdar dari kata

‘Gl My 7 yang artinya menghitung atau hitungan sesuatu.>* Sabiq
menjelaskan bahwa iddah berarti hari-hari dari masa haidh yang dihitung
oleh perempuan.’® Al-Jazii mengatakan bahwa kata iddah mutlak
digunakan untuk menyebut hari-hari haidh perempuan atau hari-hari
sucinya.’® Sedangkan pengertian iddah menurut istilah, banyak cendikiawan

fikih memberikan pengertian, misalnya :

a. Muhammad Aba Zahrah

°£/ 2% /"/&{'o};o/ °..// - s /%‘ 220 PR et % l e 4, aﬂ/z
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Artinya: Suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri pengaruh-
pengaruh perkawinan. Jika terjadi perceraian antara seorang
lelaaki dengan istrinya, tidaklah terputus secara tuntas ikatan
suami istri itu dari segala seginya dengan semata-mata terjadi
perceraian, melankan istri wajib menunggu, tidak boleh kawin
dengan laki-laki lain, sampai habisnya masa tertentu yang
telah ditentukan oleh syara’.

> Ibid, 70-71.

* Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir (Arab-Indonesia terlengkap), (Surabaya:
Pustaka Progresif, 1997), 903.

> Sayyid Sabiq,. Op,. Cit,. Juz 2, 277.

36 Al-Jaziri, ‘Abd al-Rahman, al-Figh ala al-Mazahib al-Arba’ah, (Bairut Libanan: Daru
al-Kutib al-Ilmiah, Juz IV, Cet. Ke-2, 2003), 513.

7 Muhammad Abi Zahrah, Al-Ahwal A-Syakhsiyyah, (Bairut Libanan: Daru Al-Fikr Al-
‘Arabi, 1957), 435.
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Artinya: Iddah merupakan nama bagi masa lamanya perempuan (istri)
menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya
atau setelah pisah dari suaminya.

c. Al-San’ani
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Artinya: Iddah merupakan suatu nama bagi masa tunggu yang wajib
dilakukan oleh wanita untuk tidak melakukan perkawinan
setelah kematian suaminya atau perceraian dengan suaminya
itu, baik dengan melahirkan anakanya, atau beberapa kali suci
atau beberapa bulan tertentu.

Jadi, dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan

bahwa iddah yaitu masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah

kematian suami atau putus perkawinan, baik berdasarkan masa haidh atau

suci, bilangan bulan atau dengan kelahiran untuk mengetahui kesucian

rahim, beribadah maupun berbela sungkawa atas suaminya dan selama masa

tersebut, istri dilarang menikah dengan laki-laki lain.

Kemudian terkait dengan dasar hukum iddah, terdapat dalam beberapa

ayat al-Qur’an dan terdapat pula dalam al-sunnah, misalnya dalam surah al-

Bagarah ayat 228, 234, surah al-Ahzab ayat 49 dan beberapa hadis sebagai

berikut :

*¥ Sayyid Sabiq,. Op,. Cit,. Juz 2, 325.
% Muhammad bin Ismail al-Amiri Al-San’ani,. Op,. Cit,. Juz 2, 287.
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1) Al-Qur’an
a. Al-Baqarah ayat 228

&3,9 Yk u.@ma.ab e uu.\je.ﬁ\j
Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka
(menunggu) tiga kali quru. (Qs. al-Baqarah: 228).%

b. Al-Baqarah ayat 234

G0
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Artinya: Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta
meninggalkan istri-istri  hendaklah mereka (istri-istri)

menunggu empat bulan sepuluh hari (Qs. al-Baqarah:
234) %!

c. Al-Ahzab ayat 49
FORFPLRCI I I ua}o.w.lb ARSORN] (...,..<, 5130 1441 Gt @l g
.UL.«? u.:h “”&ML@J} °"-°wu€-3:°°r<j

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi
perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan
mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa
iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun
berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan
cara yang sebaik-baiknya (Q.s al-Ahzab: 49).%

2) Al-Hadis

a. Riwayat Imam Bukhari

-
“
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 Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, 36.
*' bid, 38.
% Ibid, 424.
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Artinya: Al-Humaidi telah menceritakan kepada kamz Sufyan telah

menceritakan kepada kami, Ayyiab bin Misa telah
menceritakan kepada kami, la berkata, Humaid bin Nafi’
telah mengabarkan kepada saya dari Zainab binti Abi
Salamah, la berkata: Ketika berita kematian Abi Sufyan
sampai dari Negeri Syam, Ummu Habibah r.a meminta
wewangian pada hari ketiga lalu memakainya untuk bagian
sisi badannya dan lengannya sembari berkata; Sungguh
bagiku ini sudah cukup, seandainya aku tidak mendengar
Nabi saw bersabda: Tidak halal bagi wanita yang beriman
kepada Allah dan Hari Akhir untuk berkabung melebihi tiga
hari kecuali bila ditinggal mati suaminya yang saat itu dia
boleh berkabung sampai empat bulan sepuluh hari (HR. Al-
Bukhari).

b. Riwayat Imam Bukhart
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Artinya: Mujahid berkata: Jika kalian mengetahui apakah wanita-

wanita itu masih aktif haidh atau tidak dan wanita-wanita
telah selesai haidh dan wanita-wanita yang belum haidh,
maka iddahnya tiga bulan (HR. Al-Bukhari).

c. Riwayat Imam Bukhart
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% Muhammad bin Ismail Aba ‘Abdullah al-Bukhari, Sahih al-Bukharf, (Bairut Libanan:
Daru Tiq al-Najah, Juz 2, 1422 H), 78.
% Ibid, Juz 7, 56.

% 1bid, 1039.
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami Isma’il bin Abdullah, la
berkata: Malik telah menceritakan kepadaku dari Nafi’ dari
Abdullah bin ‘Umar r.a dia menceraikan istrinya ketika
sedang haid pada masa rasulullah saw, lalu ‘Umar bin
Khathab menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah saw,
kemudian Rasulullah saw menyuruh kembali kepada istrinya
sampai dia bersih dari haid, kemudian haid lagi, suci lagi,
kalau  dia  mau  meneruskan  perkawinan,  atau
menceraikannya sebelum di sentuhnya. Dan itulah iddah
vang diperintahkan oleh allah mengenai perceraian.(HR. Al-
Bukhari).

2. Macam-macam Iddah

Al-Zuhaili menjelaskan ada tiga macam iddah, iddah dengan masa
haidh, iddah dengan hitungan bulan, dan iddah dengan melahirkan.
Sedangkan perempuan yang menjalani iddah ada enam jenis, yaitu
perempuan yang hamil, yang suaminya meninggal dunia, yang memiliki
masa haidh yang berpisah dalam masa hidup, yang tidak mendapatkan haidh
karena terlalu masih kecil atau karena sudah monopause yang berpisah
masih hidup, orang yang terhenti tanpa dapat diketahui sebabnya,
perempuan yang hilang. Lebih lanjut, iddah talak ada tiga jenis, yaitu; tiga
masa haidh bagi perempuan yang masih mendapatkan haidh, melahirkan
bagi istri yang tengah hamil, dan tiga bulan bagi perempuan yang sudah
monopause dan masih kecil.*°

Sementara iddah karena perkawinan yang difasakh, para ulama
berbeda pendapat. Menurut Jumhur ulama iddah karena perkawinan fasakh,
iddahnya sama dengan iddah talak. Lain hal-nya menurut Ibn Hazm, bahwa

perpisahan karena fasakh, istri tidak memiliki masa iddah yang akan peneliti

% Wahbah al-Zuhaili,. Op,. Cit,. Jilid 9, 539.
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paparkan secara mendetail pada bab tiga. Untuk mempermudah dalam

memahaminya, berikut peneliti sertakan bagan di bawah ini :°

7

N | Ketentuan | KHI Mazhab Mazhab Mazhab Mazhab

o | Iddah Hanafi Maliki Syafi’'t Hanbal1

1. | Iddah Pasal 153 | Iddah wanita | Iddah wanita | Iddah wanita | Iddah
wanita ayat (2), | yang  masih | yang masih | yang belum | wanita
masih waktu haidh yang | haidh, berhubungan | yang masih
haidh tunggu bagi | ditalak  oleh | wanita yang | badan, maka | haidh yang

seorang suaminya, ditalak oleh | tidak telah
janda masa  iddah | suaminya memiliki ditalak,
ditentukan selama  tiga | masa iddah. dan | masa
sebagai kali haidh iddahnya iddah wanita | iddahnya
berikut ; selama 3 | yang masih | yaitu
a. apabila quru’ haidh, selama 3

perkawin wanita yang | kali haidh

an putus telah ditalak

karena oleh

kematian suaminya,

, masa

walaupu iddahnya

n qabla selama 3

dukhul, quru’

2. | Iddah waktu Iddah wanita | Iddah wanita | Iddah wanita | Iddah
wanita tunggu yang tidak | yang tidak | yang ditalak | wanita
yang tidak ditetapka | haidh, wanita | haidh, dalam yang
haidh n 130 | yang ditalak | wanita yang | keadaan ditalak

hari; dalam keadaan | ditalak tidak haidh, | dalam

b. apabila tidak  haidh, | dalam iddah wanita | keadaan
perkawin | iddah tersebut | keadaan tersebut tidak
an putus | selama tiga | tidak haidh, | selama 3 | haidh,
karena bulan iddah bulan iddahnya
perceraia tersebut selama 3
n, waktu selama 3 bulan.
tunggu bulan.

3. | Iddah yang Iddah wanita | lidah wanita | Iddah wanita | Iddah
wanita masih hamil  yaitu | hamil yaitu | hamil, yaitu | wanita
hamil haidh sampai sampai sampai hamil yaitu

ditetapka | melahirkan melahirkan melahirkan sampai

n 3 kali | (ditalak dalam | (ditalak (ditalak melahirkan
suci keadaan hidup | dalam dalam (ditalak
dengan atau mati) keadaan keadaan dalam
sekurang hidup hidup keadaan

- maupun ataupun hidup
kurangn mati) mati) maupun
ya 90 mati)

4. | Iddah hari dan | Iddah wafat Iddah wafat | Iddah wanita | Iddah
wafat bagi a. dalam a. tidak yang wanita

yang keadaan hamil; 4 | ditinggal yang

67 Zakiyah Hayati, “Pengaturan Talak dan Iddah (Studi Komparatif Perspektif Fikih Empat
Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam”. Jurnal Qiyas, Vol. 02, No. 01, April 2017, 56.
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tidak
haidh
ditetapka
n 90 hari
c. apabila
perkawin
an putus
karena
perceraia
n sedang
janda

Iddah
fasakh

dalam
keadaan

hamil,
waktu
tunggu
ditetapka
n sampai
melahirk
an

d. apabila
perkawin
an putus
karena
kematian
, sedang
janda
tersebut
dalam
keadaan
hamil,
waktu
tunggu
ditetapka
n sampai
melahirk
an.

tidak hamil bulan mati oleh | ditinggal
selama 4 | b. hamil; suaminya mati  oleh
bulan 10 sampai dalam suaminya
hari melahirka | keadaan dalam
b. dalam n. hamil kedaan
keadaan ataupun hamil
hamil tidak hamil, | ataupun
sampai yaitu selama | tidak hamil
melahirkan 4 bulan 10 | selama 4
hari. bulan 10
hari
Ibid,. Ibid,. Ibid,. Ibid,.

3. Hikmah Disyari’atkannya Iddah

Perlu diketahui bahwasanya Allah Swt tidaklah meninggalkan

perintah bagi kita maupun kaidah-kaidah penetapan hukum kecuali di

dalamnya terdapat hikmah yang tinggi untuk menolong manusia di dunia
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maupun di akhirat. Tidak terkecuali dalam permasalahan iddah. Dalam
tradisi arab iddah disimbolkan dengan ihdad.®®

Akan tetapi pada zaman jahiliyyah ihdad sangat memberatkan seorang
istri dimana waktu tunggu berlangsung selama satu tahun.”’ Kemudian
Islam datang dengan memberikan batasan-batasan ihdad yang lebih ringan

daripada tradisi jahiliyah. Nabi Muhammad saw bersabda :
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Artinya : Diriwayatkan dari umi ‘at}iyyah bahwasanya rasulullah saw
bersabda; seorang wanita tidak boleh melakukan ihdad atas
kematian seseorang melebihi tiga (hari), kecuali dikarenakan
kematian suaminya maka ihdad selama empat bulan sepuluh hari.
Dan tidak diperbolehkan memakai pakian yang di cap (diberi
motif warna), memakai celak dan wangi-wangian kecuali setalah
suci, maka diperbolehkan menggunakan sedikit qist} dan az}fa>r

(jenis tumbuhan yang wangi).

&\fj}@jubu&w@\w u&ebuﬁuﬁhd&w.\rj
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Artinya : (Yahya) telah bercerita kepadaku, (bersumber) dari malik dari
nafi’ dari shafiyah binti ubaid dari aisyah dan hafsoh istri Nabi,
bahwasanya Nabi bersabda : Tidak dihalalkan bagi wanita
mukmin untuk melakukan ihdad diatas tiga malam kecuali atas

kematian suaminya.

% Jhdad adalah tindakan seorang istri dengan meninggalkan berhias/bersolek, tidak
memakai wangi-wangian. [hdad dalam tradisi arab disimbolkan dengan memakai baju hitam. Lihat
kamus Munjid, 121.

% Ali Ahmad Al-Jurjawi, Hikmah Al-Tasyri’ wa Falsafatuhu, (Bairut : Daru al-Fikr, Juz II,
t.th), 55.

" Imam Muslim, Sahih Muslim, (Bairut: Daru al-Fikr, Juz VII, t.th), 480.

' Imam Malik, al-Muwatta', (Bairut: Daru al-Fikr, Juz II, t.th), 598.
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Al-Jurjawi dalam kitab Hikmah al-Tasyri® wa Falsafatuh menjelaskan
beberapa hikmabh terkait dengan disyari’atkannya iddah. Diantaranya adalah:

1. Mengetahui keberadaan rahim, sehingga tidak akan terjadi percampuran
sperma dua laki-laki dalam satu rahim sehingga menyebabkan ketidak
jelasan nasab (keturunan);

2. Memberikan penghormatan terhadap akad dan mengagungkannya;

3. Memperpanjang waktu untuk ruju’ bagi suami yang menjatuhkan talak
raj'i;

4. Menghormati hak suami yang meninggal dengan menunjukkan rasa
berbela sungkawa atas kepergiannya dan

5. Kehati-hatian (ihtiyar) terhadap hak suami yang kedua.”

Pada dasarnya dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan
teknologi, kehamilan dapat diketahui tanpa menunggu tiga kali masa suci
atau selesainya masa iddah. Akan tetapi sisi lain iddah dalam hal perceraian
adalah sebagai sarana instropeksi diri bagi kedua belah pihak, berfikir secara
jernih sehingga keberadaan rumah tangga dapat kembali utuh seperti
sediakala.

Hikmah lain ditetapkannya iddah bagi wanita hamil yang ditalak
suaminya adalah masih adanya tanggung jawab nafkah bagi suami terhadap
istri berbentuk pemenuhan nafkah sampai saat melahirkan™. Selain itu
dengan ditetapkannya iddah menunjukkan bahwa ikatan perkawinan adalah
ikatan yang kokoh dan suci (mitsagan ghalidzan) yang tidak mudah putus

hanya dengan jatuhnya talak raj'i.

2 Ali Ahmad Al-Jurjawi, Juz II, 54.
7 Ibid, 56.



BAB 111
PENDAPAT DAN ISTINBAT HUKUM IBN HAZM TENTANG IDDAH

BAGI WANITA AKIBAT FASAKH
A. Biografi dan Istinbat Hukum Ibn Hazm
1. Latar Belakang Kehidupan Ibn Hazm

Ibn Hazm adalah seorang tokoh besar intelektual muslim Spanyol
yang produktif dan jenius. Ia salah seorang ulama dari golongan Zahiri yang
sangat terkenal pemikirannya yang tekstual terhadap dalil al-Qur’an maupun
hadis Nabi saw. Setiap orang yang mengetahui pendapat Ibn Hazm dalam
karya-karyanya, akan tertarik untuk membahasnya secara lebih mendalam,
baik itu berupa pribadi, perilaku dan peninggalannya yang membuat orang
merasa ingin menghormati, memperhatikan dan mengagungkannya. Ia
memiliki nama lengkap ‘Ali Ibn Ahmad Ibn Sa’ad Ibn Hazm Ibn Ghalib Ibn
Salih Ibn Sufyan Ibn Yazid kunyah-nya Abii Muhammad. Nama inilah yang
sering dipergunakan dalam kitab-kitabnya, akan tetapi dia lebih dikenal
dengan nama Ibn Hazm.' Ibn Hazm lahir di Cordoba pada hari Rabu
diwaktu dinihari bulan Ramadhan tahun 384 H atau bertepatan dengan
tanggal 7 November tahun 994 M.? Dalam sejarah-sejarah Islam yang telah
menulisnya ia lebih terkenal dengan sebutan Ibn Hazm, ulama besar dari
Spanyol, ahli Fikih, dan Ushul Fikih. Ia adalah pengembang mazhab Zahiri,

bahkan dinilai sebagai pendiri kedua setelah Daud al-Zahiri.’

" Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 288.

* Masturi Irham dkk, 60 Biografi Ulama Salaf, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), 664.

* Abdul Aziz Dahlan, et.al, Ensiklopedi Islam, Jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
Cet. Ke-1, 1996), 608.
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Kakeknya bernama Maula Yazid Ibn Abi Sufyan adalah
berkebangsaan Persia, saudara Mu’awiyah yang diangkat oleh Abu Bakar
menjadi panglima tentara yang dikerahkan untuk mengalahkan negeri Syam.
Dengan demikian Ibn Hazm seorang berkebangsaan Persia yang
dimasukkan ke dalam golongan Quraisy dengan jalan mengadakan sumpah
setia dengan Yazid Ibn Abii Sufyan. Karenanyalah Ibn Hazm memihak
kepada Bani Umayah. Ketika Khalifah Hisyam al-Mu’ayyad jatuh, Ibn
Hazm berusia 15 tahun. Ayahnya dipecat dari kedudukannya sebagai
menteri, istananya yang terletak di bagian timur Cordova disita, termasuk
semua kekayaan yang dimilikinya. Keluarganya tidak mempunyai apa-apa
lagi kecuali rumah tua yang terletak di bagian barat kota. Di sanalah
keluarga Ibn Hazm tinggal. Tanah, ladang dan rumah-rumah miliknya yang
berada di berbagai daerah Andalus habis disita pula. Selang waktu empat
tahun setelah terjadinya malapetaka itu ayahnya hidup terpencil.
Kemudian ayahnya wafat pada hari Sabtu sore tanggal 28 bulan
Zulga’dah tahun 402 H/1016 M dalam keadaan mengenaskan dan
menyedihkan. Setelah ia ditinggal ayahnya, Ibn Hazm tinggal sendiri dan
keluar meninggalkan Cordova pada bulan Muharram tahun 404 H kemudian
pindah ke Mariyah.*

Ketika Ibn Hazm berusia 20 tahun, ia bertekad hendak mengubah
dunia yang sarat dengan kekacauan dengan kezaliman dan kerusakan. Ia

pernah diajar dan dididik oleh ayahnya untuk menjadi menteri seperti

* Husain Ahmad Amin, Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam, (Bandung: Remaja Rosda
Karya, Cet. Ke-11, 2006), 168.
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dirinya. Pada masa itu, jabatan menteri hampir sama dengan raja yaitu bisa
diwarisi oleh anak keturunannya. Sejak mulai dapat berpikir, Ibn Hazm
diberi tahu ayahnya bahwa dirinya adalah seorang Quraisy dari Bani
Umayyah. Nenek moyangnya tiba di Andalus bersama pasukan kaum
muslim yang berhasil menaklukkan negeri itu. Ia diberi tahu juga bahwa
datuknya yang datang pertama di Andalus adalah adik Yazid Abi Sufyan
yang ditugasi Khalifah Abii Bakar al-Sidiq r.a. untuk merebut negeri Syam
dari penjajah Romawi. Dengan demikian Mu’awiyah Ibn Abii Sufyan
adalah pamannya. Oleh karena itu, sebagai darma bhakti kepada nenek
moyangnya, ia harus membela, mempertahankan dan melestarikan
kekuasaan mereka.” Meskipun tidak secara langsung terlibat persoalan
politik, paling tidak Ibn Hazm sudah mengenal politik. Karena, ia pernah
menyaksikan kekuasaan Hisyam al-Mu’ayyad dan ayahnya diusir dari
lingkungan Islam. Ibn Hazm terlibat dalam kancah politik secara langsung
pada zaman Khalifah ‘Abd al-Rahman (w. 1023 M) dan Hisyam al-
Mu’tamid (1028-1031M) dari Umayyah. Pada zaman kedua khalifah itu, Ibn
Hazm menduduki jabatan sebagai menteri.® Tetapi kehidupan politik yang
dialaminya tidak sesuai dengan ide yang diidam-idamkan, akhirnya ia keluar
dari dunia politik.

Ibn Hazm bukan hanya seorang politikus dan pemikir dalam bidang
hukum, namun juga merupakan seorang sastrawan dan pakar sejarah di

masanya. Pada akhir hayatnya, Ia menghabiskan waktu di desanya, Mint

> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy,Op,. Cit, 577.
® Jaih Mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
Cet. Ke-2, 2000), 150.
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Lisyim. Di sana la menyebarkan ajarannya kepada orang-orang yang datang
kepadanya dari daerah pedalaman. la mengajarkan ilmu hadis dan fikih,
serta la selalu berdiskusi dengan mereka. Pada hari Ahad malam senin
tanggal 28 Sya’ban 465 Hijriyah bertepatan dengan 15 Januari 1064 Masehi
Ibn Hazm meninggal dunia setelah memenuhi hidupnya dengan
produktifitas ilmu. Dengan demikian ia berusia 72 Tahun kurang satu bulan.’
2. Pendidikan dan Guru-gurunya

Penulis sebelumnya telah mengemukakan, bahwa Ibn Hazm selain
seorang politikus, la juga seorang sastrawan, ahli fikih sekaligus sejarawan.
Pada mulanya, Ia mempelajari fikih Malikiyyah, kemudian pindah ke fikih
Syafi’iyyah barulah fikih Zahiriyyah yang dikenal mengambil makna al-
Qur’an secara tekstual dan membatalkan kiyas atau menolaknya.®

Pada masa kanak-kanak ia mendapat pendidikan dilingkungan
keluarga yang serba kecukupan, baik dari segi harta, kehormatan maupun
kedudukan. Kehidupan Ibn Hazm diarahkan untuk mencari ilmu yang
didasari semangat yang tinggi. Ia mendapat pendidikan khusus dari
ayahnya, sekalipun posisinya sebagai menteri banyak menyita
kesibukannya. Kesempatan ini tampaknya dimanfaatkan betul oleh Ibn
Hazm untuk terus berkonsentrasi dan menimba ilmu. Pendidikan
pertamanya Ia peroleh dari perempuan-perempuan  yang kala itu

mengasuhnya berupa menghafal al-Qur’an, belajar syair-syair, serta tulis-

7 Masturi Irham, dkk,. Op,. Cit, 667.
¥ Khairul Amru Harahap, dkk, Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah, (Jakarta:
Pustaka al-Kautsar, 2007), 361.
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menulis.” Setelah menginjak usia remaja, ayahnya mencarikan guru yang
pertama adalah ‘Abd al-Husain ‘Ali al-Farisi. Ibn Hazm mulai belajar ilmu
Nahwu, bahasa dan ilmu Hadis dari Ahmad bin al-Jastr (w. 401 H), bahkan
dari beliau Ibn Hazm sempat meriwayatkan hadis.'’

Selain itu Ia juga banyak menimba ilmu dari berbagai guru dalam
berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu hadis ia pelajari dari al-Hamzani, Abi
Bakar Muhammad Ibn Ishaq serta ulama-ulama hadis yang lain yang berada
di Cordova. Seorang ulama fikih yang terkenal di Andalus, selalu memberi
fatwa di Cordova, juga menjadi guru Ibn Hazm, yaitu ‘Abdullah Ibn
Yahya Ibn Ahmad Ibn Dahiin.'' Sedangkan ilmu filsafat dan logika Ibn
Hazm peroleh dari gurunya yang bernama Muhammad Ibn Hasan Ibn
‘Abdullah yang lebih dikenal dengan sebutan al-Kattani sehingga dengan
pengaruhnya pula Ibn Hazm menyukai filsafat dan logika sekaligus
mengarang dalam kedua bidang itu.'?

Kemudian Ibn Hazm juga sempat belajar dengan tokoh-tokoh ahli
hadis yang lain, seperti Baqi’ Ibn Mukhallad (201-276 H), salah seorang
murid dari Ahmad Ibn Hanbal, Qasim Ibn Ashbagh, dan Muhammad Ibn
Aiman. Sederetan jumlah guru Ibn Hazm ini paling tidak dapat
menggambarkan gairah dan semangat keilmuan yang dimiliki oleh Ibn

Hazm dalam mencari ilmu sehingga pada akhirnya ia menjadi orang yang

? Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy,. Op,. Cit, 556.

' Rahman Alwi, Metode Ijitihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas,
(Jakarta: Gaung Persada Press, Cet. Ke-1, 2005), 32-33.

" Abdul Aziz Dahlan, et.al,. Op,. Ciz,. Jilid 2, 391.

12 Rahman Alwi,. Op,. Cit, 35.
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terkenal di panggung sejarah dengan karya-karya yang sangat
mengagumkan.

Selain yang telah disebutkan di atas, masih ada guru Ibn Hazm yang
lain. Di antaranya :

1. Abt al-Qasim ‘Abd al-Rahman Ibn Abl Yazid al-Azdi, adalah
gurunya dalam bidang hadis, nahwu, cara menyusun kamus, logika dan
ilmu kalam.

2. Abtu al-Khiyar al-Lughawi adalah gurunya dalam ilmu fikih dan
peradilan.

3. Abi Sa’id al-Fata al-Ja’fari adalah gurunya mengenai komentar
atau ulasan sya’ir.

4. Ahmad bin Muhammad ibn al-Jasiir adalah gurunya dalam bidang hadis.

5. Abt ‘Abd Rahman Baqi Ibn Mukhalid, adalah gurunya dalam bidang
tafsir.

6. Abl ‘Abdullah Muhammad Ibn al-Haruan al-Madhiji, adalah gurunya
dalam bidang filsafat dan ilmu kepurbakalaan."

Salah satu sifat yang paling penting untuk diketahui dari kepribadian
Ibn Hazm adalah ia tidak pernah merasa puas terhadap satu pemikiran
tertentu. Pada awalnya Ibn Hazm memperdalam mazhab Maliki, mazhab
yang resmi dan sangat memasyarakat di Andalus pada waktu itu. Hal ini
terlihat dalam kehidupan keberagaman keseharian masyarakat Andalus.'
Guru-guru Ibn Hazm yang telah disebutkan di atas juga bermazhab Maliki

sehingga Ibn Hazm sempat mempelajari kitab a/-Muwatta’ karya Imam

" Departemen Agama RI, Ensiklopedi Islam di Indonesia, (Jakarta: Ditjen Binbaga
Islam, Jilid 2, 1992), 391.

' Andalus sering juga disebut Andalusia adalah nama yang dikenal- oleh dunia Arab
dan dunia Islam untuk semenanjung Liberia. Wilayah itu kini terdiri dari Spanyol dan Portugal.
Nama Andalus muncul pada Tahun 716 Masehi dalam uang logam yang dicetak dengan tulisan
Arab serta Latin. Kepustakaan Arab maupun Barat tidak menyebut secara jelas tentang asal-
nama al-Andalus itu, para penulis hanya menulis melalui dugaan, bahwa kata itu berasal- dari
Vandalicia dari Vandals, atau al-Andalish yaitu salah satu suku bangsa Bacti dari kelompok
bangsa Terton yang menduduki wilayah semenanjung ini pada abad ke-5 Masechi. Lihat:
Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Anda
Utama, 1993), 126.
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Malik yang sangat terkenal. Sebagai akibat kuatnya mazhab Maliki di
Andalus pada gilirannya terjadi kepengikutan tanpa kritik (faql/id) dari
masyarakat Andalus dan hal itu juga terjadi pada ulama-ulama Andalus.
Bahkan dikatakan keluar dari mazhab Maliki seolah-olah sama halnya
keluar dari agama Islam. Hal ini membuat Ibn Hazm resah dan gelisah serta
ia tidak menyukai sikap seperti itu.'” Sehingga Ia menolak ketika seorang
melakukan faqlid buta terhadap para fugaha dan para imam mazhab. Ibn
Hazm-pun melarang mereka dan menuduh yang melakukan taqlid adalah
sesat.'®

Kemudian Ibn Hazm pindah ke mazhab al-Syafi’i, walaupun
mazhab ini tidak begitu terkenal di Andalus pada waktu itu. Bahkan karya
al-Syafi’i yang berjudul “lkhtilaf’ Malik” yang merupakan kritik al-Syafi’i
terhadap gurunya Imam Malik sempat dibaca olehnya dan ternyata karya ini
sangat besar pengaruhnya kepada jiwa kritis dalam diri Ibn Hazm. Ibn
Hazm sangat kagum dengan al-Syafi’i karena keberanian al-Syafi’i
mengkritik gurunya Imam Malik, serta kuatnya al-Syafi’i berpegang
kepada nas, menolak penggunaan ra’yu, terutama ketika al-Syafi’i
menolak istihsan. Sebagai akibat langsung dari perjalanan keberagaman Ibn
Hazm dalam bermazhab dan sebagai faktor lainnya, pada akhirnya ia
memilih mazhab Zahiri sebagai pilihan terakhirnya. Hal ini disebabkan
karena mazhab ini hanya berpegang kepada nas serta menolak segala

penggunaan ra’yu. Pilihan Ibn Hazm kepada mazhab Zahiriyyah bukan

2009),

"> Abdurrahman al-Syarqawi, Riwayat Sembilan Imam Fikih, (Bandung: Pustaka Hidayah,
563.
'® Khairul Amru Harahap, dkk,. Op,. Cit, 361.
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berarti ia pengikut mazhab tersebut, akan tetapi ke-Zahirian Ibn Hazm itu
lebih didasarkan kepada metode pengkajian mazhab Zahiriyyah. Ibn Hazm
merupakan seorang mujtahid mutlak, namun mempunyai persamaan
pendapatnya dengan Daud al-Zahiri yang sama-sama menggunakan al-
Qur’an dan al-Sunnah."”

Dalam membela aliran hukum yang dipelopori oleh Daud al-Zahiri,
banyak rintangan yang dihadapinya. Kritik-kritik tajamnya terhadap aliran-
aliran hukum Islam yang lain, membuat Ia boleh dikatakan dikucilkan oleh
kalangan ulama waktu itu. Oleh sebab itu, yang mau belajar dengannya
hanyalah orang-orang yang berani menanggung resiko senasib dengan Ibn
Hazm sendiri. la sempat juga menghasilkan sekelompok ulama yang
menamakan diri mereka al-Hazmiyyah (pengikut aliran Ibn Hazm) di daerah
itu. Di antara muridnya yang terkenal adalah ahli sejarah, Muhammad Ibn
Futuh, Ibn Humaid Abi ‘Abdullah al-Humaidt al-Andalusi pengarang kitab
al-Jam’u baina al-Salihin ini secara khusus mendalami paham Ibn Hazm
dan menyebarluaskannya.'®
. Murid Ibn Hazm dan Karya-karyanya

Menurut penuturan al-Maraghi sebagaimana dikutip oleh Rahman,
sedikit sekali orang-orang yang mau belajar dengan Ibn Hazm. Hal ini
karena akibat dari pemikiran dan kritik-kritik tajamnya di masa hidupnya,
sehingga orang-orang yang mau belajar dengan Ibn Hazm ialah mereka yang

berani menanggung resiko senasib dengannya. Oleh karena itu, tidak banyak

'” Abdurrahman al-Syarqawi,. Op,. Cit, 590.
'8 Harun Nasution, et. al., Ensiklopedi Islam Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 358.
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ditemukan murid-murid yang mau belajar dengannya.' Diantara murid-
muridnya ialah; putra-putra Ibn Hazm sendiri yaitu “Abi al-Rafi’ al-Fadl
Ibn ‘Ali, Abii Sulaiman al-Musa’ab Ibn ‘Ali, dan Abt Usamah Ya’qib Ibn
‘Ali”.*° Selain itu ia juga memiliki seorang murid bernama; Suraih bin
Muhammad bin Suraih al-Mugbiri, Imam Abii Muhammad bin al-Mugbiri.*'

Sedangkan karya ilmiah Ibn Hazm bisa dikatakan sangat banyak.
Tidak kurang dari 400 buah. Namun, tidak semua karya-karyanya dapat
ditemukan, karena banyak yang dibakar oleh kelompok-kelompok yang
tidak sepaham dengannya.”” Semasa hidupnya, Ibn Hazm telah menyusun
banyak karya tulis yang berkaitan dengan masalah fikih, usil figh,
maupun ilmu hadis, disamping ilmu-ilmu yang lain. Ibn Hazm dikenal
istigamah terhadap ilmu, kontinyu atas penyusunan buku, dan
memperbanyak karangan buku sehingga karya-karyanya melimpah ruah
bagai muatan unta, di antaranya:**

1. Tiig al-Hamamah. Kitab ini ditulis pada tahun 418 H, di Jativa,
kitab ini merupakan kitab yang pertama kali ditulis oleh Ibn Hazm,
isinya mengenai otobiografinya, berisi pemikiran dan perkembangan
pendidikan serta kejiwaannya.

2. Naqt al-‘Arisyi fi Tawarikh al-Khulafa. Kitab ini bercorak sejarah,
berisikan tentang khilafah-khilafah di Timur dan Spanyol serta
pembesar-pembesarnya.

3. Al-Fisal fi al-Milal wa al-Ahwa’ wa al-Nihal. Kitab ini berisikan
tentang perbandingan agama dan aliran-aliran dalam Islam. Dalam kitab
ini diungkapkan pandangan Ibn Hazm dalam bidang akidah, bagaimana
cara mengambil dalil atau nas.

' Rahman Alwi,. Op,. Cit, 42.

2 1bid, 42.

2 Masturi Irham, dkk,. Op,. Cit, 675.

2 Nina M. Armando, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 77.
» Abdul Aziz Dahlan,. Op,. Cit, 610.
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4. Al-1btal al-Qiyas. Pemikiran dan berbagai argumentasi dalam menolak
kiyas.

5. Al-Abtal, pemaparan Ibn Hzm mengenai argimen-argumen mazhab al-
Zabhiri.

6. Al-Talkhis Liwujuh al-Takhlis. Kitab ini berisikan tentang uraian-uraian
rasional tentang permasalahan yang tidak ada ketentuannya dari nas al-
Qur'an maupun al-Hadis.

7. Al-Muhalla bi al-Asar fi Syarhi al-Mujalla. Kitab ini merupakan kitab
fikih mazhab Zahiri yang terlengkap, terdiri dari 13 jilid, yang
diterbitkan di Mesir pada tahun 1347 H.

8. Risalah fi Fadli al-Andalus wa Dzikri Rijaliha. Kitab ini ditulis untuk
sahabatnya yang bernama Abi Bakar Muhammad bin Ishaq. Kitab ini
sezaman dengan kitab Tiq al-Hamamabh.

9. Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam. Kitab ini berisikan tentang ilmu usul fikih
yang mana dalam kitab ini dijelaskan tentang ia menetapkan dalil
hukum. Kitab ini terbagi dalam delapan jilid.

10. Kitab al-Ahlag wa al-Syair aii Risalah fi Mudawah al-Nufiis Watahzib
al-Ahlaq wa al-Zuhd fi al-Razdil. Kitab ini berisikan tentang sastra
Arab.

11. Al-Imamah wa al-Khilafah al-Fihrasah. Kitab ini berisikan tentang
sejarah bani Hazm dan asal-usul nenek moyang mereka.

12. Jamharah Ansab al-Arab. Kitab ini juga mengetengahkan tentang
sejarah.

4. Pemikiran Orginal Istinbat Hukum Ibn Hazm

Ibn Hazm memiliki metode atau manhaj tersendiri dalam memahami
nas, yaitu manhaj Zahiri yang jauh berbeda dengan mazhab yang ditempuh
oleh jumhur ulama. Dalam memahami suatu nas, Ia mengambil langsung
dari ketentuan nas al-Qur’an dan hadis, Ia hanya melihat kepada zahirnya
saja, tidak mentakwillkan hukum, tidak mencari-cari illatnya, bahkan Ia
mengatakan bahwa nas itu harus dipahami secara zahirnya saja.’* Hal ini

sebagaimna la kemukakan dalam kitab usul fikihnya, yakni:

24 Rahman Alwi,. Op,. Cit, 73.
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Artinya: Barang siapa yang meninggalkan zahirnya lafal dan mencari-cari
makna yang tidak ditunjuki oleh lafal wahyu (yang zahir), maka
sesungguhnya dia telah mengadakan kebohongan terhadap Allah
azza wajalla.

Secara terperinci dalam mengistinbatkan suatu hukum Ibn Hazm
menggunakan empat dasar pokok seperti yang telah dijelaskan dalam

kitabnya al-Ihkam fi al-Usil al-Ahkam, yaitu:
Oy Sas (omp Sl T e ) i (o 23 B3 Y T U e
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Artinya: Beberapa pembagian dasar-dasar yang tidak diketahui sesuatu
dari syara’ melainkan daripada dasar-dasar itu sendiri ada empat,
yaitu: nas al-Qur'an, nas kalam Rasulullah yang sebenarnya
datangnya dari Allah juga yang sahih kita terima dari padanya
dan dinukilnya oleh orang-orang kepercayaan atau yang
mutawatir dan ijma’ (kesepakatan) semua ulama umat dan dalil
dari padanya yang tidak mungkin menerima selain daripada satu
cara saja.

Dari keterangan di atas dapatlah dipahami bahwa sumber hukum Islam
menurut Ibn Hazm adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma’ dan dalil yang tidak

keluar dari ketentuan nas itu sendiri.

* Tbn Hazm, Al-IThkam fi al-Usil al-Ahkam, (Bairut Libanon: Daru al-Kutub al-Ilmiah, Juz
111, t.th), 43.
2 1bid,. Juz 11, 70.
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1. Al-Qur'an

Ibn Hazm menetapkan bahwasanya al-Qur'an adalah kalam Allah
yang merupakan sumber dari segala sumber. Maka barang siapa hendak
mengetahui syariat-syariat Allah, dia akan menemukannya dalam al-
Qur'an atau keterangan Nabi dalam al-Sunnah, karena Nabi tidak
meninggalkan kita dalam kegelapan. Dan adakalanya terdapat dalam
ijma’ yang bersendikan sunnah. Hanya saja daya menanggapinya
berbeda-beda. Ada ayat yang jelas bagi semua manusia, ada yang
masing-masing manusia menanggapi menurut kekuatan fahamnya. Ibn

Hazm berkata:

. 0 24 a/J;//

V.acgh 8 ek Pl dan digach

Artinya: Keterangan itu berbeda-beda keadaannya. Sebagiannya terang
dan sebagiannya tersembunyi, karena itu manusia berselisih
dalam memahaminya, sedang sebagian yang lain tidak dapat
memahaminya.

Dalam menetapkan suatu hukum, Ibn Hazm selalu mengambil zahir
al-Qur'an, maka lafal al-Qur'an selalu dipahami zahirnya, karenanya
segala amar untuk wajib, wajib segera dilakukan. Lafal umum harus
diambil umumnya karena itulah yang zahir, terkecuali ada keterangan
bahwa yang dimaksudkan adalah bukan yang zahir.”®

2. Al-Sunnah
Ibn Hazm menetapkan bahwa al-Qur’an sebagai sumber dari segala
sumber. [a memandang al-Sunnah masuk ke dalam nas-nas yang turut
membina syari’at walaupun Aujjah-nya diambil dari al-Qur'an. Ibn Hazm

berkata:

77 Ibid,. Juz I, 79.
* Hasbi Ash-Shiddieqy,. Op,. Cit, 324.
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Artinya: Tatkala kami telah menerangkan bahwasanya al-Qur'an adalah
pokok pangkat yang kita harus kembali pada-Nya dalam
menentukan hukum, maka kamu pun memperhatikan isinya, lalu
kami dan di dalamnya keharusan menaati apa yang Rasulullah
suruh kita kerjakan dan kami dapat Allah Swt menyatakan
dalam al-Qur'an untuk mensifatkan Rasul-Nya, “dan Dia tidak
menuturkan sesuatu dari hawa nafsunya.”, syahlah bagi kami
bahwasanya wahyu yang datang dari Allah terbagi dua:
pertama, “Wahyu yang dibacakan yang merupakan mukjizat”,
vang kedua, “Wahyu diriwayatkan dan dinukilkan yang tidak
merupakan mukjizat dan tidak disyari’atkan kita membacanya

sebagai ibadah, namun demikian dia tetap dibacakan itulah
Hadis Rasulullah.

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya Ibn
Hazm memandang al-Qur'an dan al-Sunnah sama kedudukannya sebagai
jalan yang menyampaikan manusia ke syari’at (hukum) Islam, adalah
satu, karena keduanya adalah wahyu Allah. Dengan demikian nyatalah

bahwa sumber-sumber hukum syara’ menurut Ibn Hazm yaitu al-Qur'an

¥ Ibn Hazm,. Op,. Cit, 95.
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dan al-Sunnah yang diambil zahirnya, [jma’ dan hukum yang dibina atas
dasar nas dan ijma’ yang dinamakan “dalil”.*

Ibn Hazm menetapkan bahwa para ulama tidak berbeda pendapat
tentang Hadis mutawatir dan tentang fungsi Hadis, yaitu menafsirkan ayat
al-Qur'an dan menerangkan mujmal-nya.”’ Dan menurut Ibn Hazm wajib
meyakini Hadis ahad sebagaimana wajib mengamalkannya.

Ibn Hazm mensyaratkan para perawi yang diterima riwayatnya
harus seorang yang adil, terkenal seorang yang benar, kukuh hafalan,
mencatat apa yang didengar dan dinukilkan. Setinggi-tinggi martabat
orang kepercayaan dan dia juga seorang faqih. Dan mensyaratkan
hadis itu muttasil (terhubung) hingga sampai kepada Nabi.*

Menurut Ibn Hazm, tidak dianggap suatu hadis sebagai hadis
Nabi  kecuali  sahabat yang  meriwayatkannya  menandaskan
bahwasanya ada kalimat “Nabi bersabda”, jadi disitu perlu ada ketegasan.
Karena menurutnya perkataan sahabat seperti “al-sunnatu kadza” atau
“umirna bi kadza”, tidak dipandang hadis, karena kemungkinan bahwa
yang dikatakan itu hasil ijtihad sahabat sendiri.*

3. jma’
Unsur ketiga sumber fikih menurut Ibn Hazm adalah ijma’. Dalam

menanggapi ijma’ Ibn Hazm berkata:

*° Hasbi Ash-Shiddieqy,. Op,. Cit, 327.
! bid, 328.

32 1bid, 331.

* Ibid,.
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Artinya: Kami telah sepakat dan kebanyakan orang-orang yang menyal-
ahi kami, bahwasanya ijma’ dari segenap ulama Islam adalah

hujjah dan suatu kebenaran yang meyakinkan dalam agama
Allah.

Ijma’ yang menjadi pedoman Ibn Hazm adalah apa yang telah
ditetapkan Abt Sulaiman, Dawud Ibn ‘Ali yaitu ijma’ yang mu tabar
hanyalah ijma’ sahabat. [jma’ inilah yang berlaku sempurna.

4. Dalil

Dasar yang keempat dari dasar-dasar istinbat Ibn Hazm adalah
dalil. Ibn Hazm menetapkan bahwa apa yang dinamakan dalil itu diambil
dari iyjma’ atau dari nas, bukan diambil dari jalan mempertautkannya
kepada nas. Menurut Ibn Hazm, dalil itu berbeda dari giyas.

Qiyas pada dasarnya ialah mengeluarkan illat dari nas dan
memberikan hukum nas kepada segala yang padanya terdapat illat itu.
Sedangkan dalil langsung diambil dari nas.*®

Demikianlah sumber-sumber hukum yang dipakai oleh Ibn Hazm
dalam beristinbat yaitu dengan mengambil zahir nas al-Qur'an, al-
Sunnah dan ijma’ yang terdiri atas satu nas. Jika tidak menemukan

dalil dari sumber-sumber tasyri’ yang tiga ini, Ibn Hazm menggunakan

apa yang dinamakan dalil sehingga menolak kiyas.

** Ibn Hazm,. Op,. Cit, 538.
%> Hasbi Ash-Shiddieqy,. Op.. Cit, 350.
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B. Pendapat dan Istinbat Hukum Ibn Hazm tentang Iddah Bagi Wanita
Akibat Fasakh
1. Pendapat Ibn Hazm tentang Iddah Bagi Wanita Akibat Fasakh

Berakhirnya sebuah ikatan pernikahan disebabkan oleh dua faktor.
Faktor yang pertama yakni dari manusianya itu sendiri dan faktor yang
kedua adalah karena takdir Tuhan. Faktor pertama dibagi menjadi dua, yaitu
dari pihak suami atau yang lebih dikenal dengan sebutan “talak™ dan dari
pihak istri yang dikenal dengan sebutan “khulu’”.*® Sementara perpisahan
dalam perkawinan yang terjadi karena takdir Allah adalah dengan jalan
kematiannya salah satu pasangan. Kematian seorang istri tidak
menyebabkan konsekuensi hukum dalam waktu jangka panjang. Sedangkan
kematian seorang suami menyebabkan konsekuensi hukum dengan limit
waktu yang cukup panjang. Apa lagi dalam keadaan tertentu yang bisa
menjadikan waktu tunggu lebih panjang. Hal ini memerlukan kesadaran
yang tinggi untuk menerima ketentuan hukumnya, sehingga dalam
menjalankan masa iddah merasa nikmat dan nyaman tanpa beban.

Ibn Hazm dalam kitab-nya “al-Muhalla” pada bab “iddah”, Ia
menjelaskan bahwa iddah hanya berlaku dalam tiga keadaan, yaitu iddah
bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya pada saat masih hidup dan
pernah melakukan hubungan badan, iddah bagi wanita yang ditinggal mati

oleh suaminya, baik pernah melakukan hubungan badan maupun tidak dan

* H. M. A. Tihami, dkk, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, Cet. Ke-3, 2013), 144.
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iddah bagi seorang wanita yang meminta pisah dengan suaminya (iddahnya
iddah talak).”’ Jadi, pada dasarnya Ibn Hazm mengakui pemberlakuan iddah
bagi seorang wanita.

Persoalannya, di dalam pernikahan terdapat dua jenis perpisahan,
yaitu perpisahan pembatalan dan perpisahan talak.’® Perpisahan pernikahan
salah satunya yaitu karena ‘“fasakh”. Menurut Ibn Hazm akibat dari
pernikahan fasakh itu sendiri tidak ada “iddah”-nya sebagaimana teks di

bawah ini :
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Artinya: Permasalahan: tidak ada iddah karena sebab fasakh nikah
sebagaimana telah saya sampaikan kecuali karena meninggal
dunia (iddah wafat) dan seorang wanita yang memilih berpisah
dengan suaminya (khuluk) berdasarkan perintah dari Rasulullah
saw. Oleh karena itu keduanya wajib beriddah, Allah tidak
memerintahkan  kecuali  karenanya  dan  tidak  boleh
memerintahkan kecuali dengannya karena atas perintah agama
yvang Allah tidak mengizinkannya. Dan tidak boleh mengkiyaskan

37 Abu Muhammad ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm al-Andalusi al-
Qurtubi al-Zahiri, AI-Muhalla bi al-Asar, Tahqiq Muhammad Munir al-Dimasyqi, (Mesir: Idarah
al-Tiba’ah al-Munirah, Juz X, 1352 H), 26.

% Wizarah al-Atqaf wa Al-Sywan Al-Islamiyyah, Al-Maiisi’ah Al-Fighiyyah Al-
Kuwaitiyaah, (Kuwait: Daru al-Salasil, Cet. Ke-2, Juz 41, 1472), h. 311. Lihat pula dalam;
Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islam wa Adillatuhu, Perj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Depok: Gema
Insani, Juz 7, 2011), 311.

3% Abu Muhammad ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm al-Andalusi al-
Qurtubi al-Zahiri,. Op,. Cit,. Juz IX, 357.
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fasakh dengan talak karena keduanya berbeda, karena talak tidak
ada kecuali dengan lafal talak dan atas kehendaknya sendiri
sedangkan fasakh terjadi dengan selain lafal yang keluar dari
suaminya, baik disenangi atau tidak. Oleh karena itu giyas batal.

Menurutnya, iddah tidak berlaku bagi pernikahan fasakh. Iddah hanya
berlaku bagi pernikahan yang putus akibat seorang wanita yang meminta
berpisah dengan suaminya (khuluk) atau seorang wanita yang ditinggal mati
oleh suaminya (cerai mati) dan atau cerai hidup. Perintah iddah pada kasus
tersebut berdasarkan perintah Nabi saw serta perintah Allah Swt. Oleh
karena-nya, tidak diperkenankan menganalogikan perpisahan pernikahan
fasakh dengan perpisahan pernikahan karena talak.** Bahkan pada bab
“iddah” Ia (Ibn Hazm) mempertegas pendapatnya, bahwa semua jenis
fasakh, baik dalam pernikahan yang sah dan atau akad fasad tidak ada masa

iddah bagi-nya. Hal ini sebagaimana teks berikut :
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Artinya: Adapun seluruh jenis fasakh, baik pada pernikahan yang sah
maupun pada akad yang rusak, maka tiada iddah baginya, sebab

al-Qur’an, hadis tidak mewajibkannya dan tidak ada hujjah
kecuali dengannya.

Teks di atas dengan sangat jelas, bahwa tiada iddah bagi pernikahan
yang fasakh, baik dalam nikah sah maupun nikah fasad. Kemudian, di
dalam kitab yang sama (al-Muhalla), pada sub bab “g@‘ c—mﬂ QLS Ja
menguraikan pula beberapa contoh fasakh nikah, diantaranya yaitu;

pernikahan seorang lelaki dengan perempuan yang masih ada hubungan

* 1bid,.
' bid,. Juz X, 27.
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rada’ah (sepersusuan), seorang wanita yang pernah disetubuhi oleh
ayahnya, dan atau kakeknya, seorang perempuan yang telah dimerdekakan
(tetapi dalam hal ini, menurutnya si istri diberikan pilihan untuk
melanjutkan pernikahannya atau memfasakhnya), perbedaan agama diantara
keduanya (kecuali si suami telah beragama Islam dan si istri berstatus
kitabiyah), si istri menjadi muallaf sedangkan suami masih kafir, keduanya
murtad dan atau salah satunya, dan lain sebagainya.* Selain argumentasi
logic sebagaimana peneliti paparkan, dalam berpendapat Ibn Hazm tidak
lepas dari pengambilan hukum yang berseumber dari nas, baik al-Qur’an
maupun al-sunnah sebagaimana akan peneliti paparkan pada sub bab di
bawabh ini.
2. Istinbat hukum Ibn Hazm tentang Iddah Bagi Wanita Akibat Fasakh

Hukum Islam dimaknai sebagai hukum yang bersumber dari wahyu,
sehingga berbeda dengan produk hukum lainnya, seperti hukum adat dan
hukum positif. Wahyu adalah sesuatu yang transenden, memiliki kedudukan
lebih tinggi dari akal, sehingga kebenaran hukum yang bersumber dari
wahyu memiliki derajat yang lebih kuat dan mengikat daripada hukum akal.
Atas argumentasi inilah hukum Islam ditempatkan sebagai hukum yang
mutlak, absolut, tetap, dan berlaku universal.

Dalam ranah realitas kehidupan umat Islam, perbincangan tentang
hukum menghasilkan dua konsep penting, yaitu syari’ah dan fikih. Syari’ah

dimaknai sebagai khitab atau aturan Syari’ (Allah Swt dan Rasul-Nya)

2 Ibid,. Juz IX, 329-330.
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dalam kedudukannya sebagai pembuat atau penetap hukum).* Khirab
tersebut terdapat dalam teks-teks hukum, baik yang terdapat dalam al-
Qur’an maupun dalam hadis. Teks-teks inilah yang kemudian ditafsirkan,
dijjtihadkan kandungan hukumnya sehingga menghasilkan rincian hukum
yang detail dan operasional. Penafsiran dan ijtihad terhadap teks-teks
hukum merupakan kerja akal atau rasio yang dilakukan oleh para ulama
(mujtahid) untuk kepentingan praktis memberikan solusi hukum.

Hasil pemahaman atau penafsiran para ulama terhadap teks-teks
hukum disebut dengan istilah fikih.** Syari’ah adalah wahyu sedangkan
fikih adalah pemahaman atas wahyu dengan melibatkan kerja akal. Fikih
inilah yang menjadi panduan umat Islam dalam menjalankan ajaran
agamanya, termasuk di dalamnya ajaran yang berbentuk hukum (hukum a/-
amaliyah). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum Islam yang
dipraktikkan oleh masyarakat muslim adalah produk akal para ulama
terhadap wahyu, bukan hukum berdasar wahyu semata. Dalam konteks yang
lebih filosofis, hukum Islam mengandung dua aspek sekaligus, yaitu
divinitas dan humanitas. Hukum Islam adalah divine law (hukum Tuhan)
dari sisi sumbernya, namun di sisi yang lain hukum Islam adalah human
made law (hukum produk akal manusia) dari aspek implementasinya.*

Menurut Mun’im, meskipun hukum merupakan produk akal manusia

dari sisi aspek implementasinya ketika disampaikan oleh mujtahid, tidak

* Wahbah Al-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu,. Op,. Cit,. Juz 1, 150.

* Mohammad Hasyim Kamali, Membumikan Syari’ah, Pergulatan Mengaktualkan Islam,
(Jakarta: Penerbit Noura Books, 2013), 5.

4 Ali Sodiqin, “Divinitas dan Humanitas dalam Hukum Pidana Islam”. Jurnal Al-Mazahib, Vol. 05,
No. 02, Desember, 2017, 199.
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dipandang sebagai pendapatnya semata, melainkan sebagai hukum Allah,
hukum yang suci dan harus ditaati, walaupun ia adalah hasil pemikiran
manusia.*® Demikian pula hukum perdata Islam. Dalam menetapkan sebuah
hukum, praktisi hukum tentu melibatkan sumber hukum, demikian pula
dengan Ibn Hazm. Ibn Hazm dalam menetapkan tidak adanya “iddah” bagi
pernikahan fasakh, berdasarkan hujjah al-Qur’an dan hadis sebagaimana

peneliti paparkan di bawah ini.
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman | Apabila perempuan-
perempuan mukmin datang kepadamu, maka hendaklah kamu uji
(keimanan) mereka. Allah lebih tau tentang keimanan mereka, jika
kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman
maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang
kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang
kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan
berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka
berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila
kamu bayarkan kepada mereka mahar-nya. Dan janganlah kamu
tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-
perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang
telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan
mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan
(kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum

% Abdul Mun’in Saleh, Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan, Berpikir Induktif Menemukan
Hakikat Hukum Model Al-Qawa’id Al-Fighiyah, (Y ogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 93.
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Allah yang telah ditetapkannya diantara kamu. Dan Allah Maha
Mengetahui, Mahabijaksana (Q.s al-Mumtahanah: 10).*

Ayat tersebut turun beriringan dengan peristiwa perjanjian Hudaibiyah
yang terjadi antara Nabi Muhammad dengan kaum musyrik Quraisy pada
tahun 628 M. Salah satu butir kesepakatan yang dilahirkan pada perjanjian
ini berisi bahwa apabila ada orang dari pihak Quraisy datang kepada
Muhammad atau melarikan diri dari mereka tanpa izin walinya, maka ia
harus dikembalikan kepada pihak Quraisy. Sebaliknya, jika ada pengikut
Muhammad yang datang kepada pihak Quraisy, melarikan diri dari dia,
maka tidak akan dikembalikan pada Muhammad.**

Sejarah  kemudian mencatat bahwa setelah perjanjian ini
ditandatangani, Abu Jandal, anak dari Suhail bin ‘Amr datang kepada Nabi
dan mengutarakan keinginannya untuk bergabung dengan kaum muslim.
Suhail ternyata mengetahui hal ini, dia marah besar kemudian memukuli
anaknya, direnggut kerah bajunya untuk dikembalikan kepada kaum
musyrik Quraisy. Saat itu, Abil Jandal berteriak dengan keras, “wahai kaum
muslimin, apakah aku dikembalikan kepada orang-orang musyrik yang akan
menyiksaku karena agamaku ?” lantas Rasulullah berkata: “wahai Abu
Jandal, bersabarlah, sesungguhnya Allah akan memberikan jalan keluar

kepadamu dan kepada orang-orang yang lemah yang bersamaan. Kami telah

" Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra
Semarang, 2002), 550.

* Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfury, Sirah Nabawiyah, Penj. Kathur Suhardi,
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 445.
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mengikat perjanjian dengan kaum musyrik Quraisy, dan kita tidak boleh
menghianati mereka”.*

Setelah peristiwa itu ada beberapa orang perempuan mukminin datang
berhijrah ke Madinah, Ummu Khultsim binti ‘Ugba bin Mu’ait keluar dari
Makkah. Saudaranya, ‘Umara bin Walid, kemudian menuntut kepada Nabi
supaya wanita itu dikembalikan kepada mereka sesuai dengan isi perjanjian.
Tetapi nabi menolak permintaannya, karena isi yang termaktub dalam
perjanjian tidak mencakup kaum perempuan. Disamping itu, perempuan
yang sudah masuk Islam tidak sah lagi bagi suaminya yang masih kafir

musyrik, oleh karena itu mereka harus berpisah. Maka dalam konteks inilah

surat al-Mumtahanah turun,’® sebagiamana hadis di bawah ini.
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* Ibid,. hlm. 446.

%0 Ibid,. hlm. 447. Lihat pula dalam; Jalaluddin As-Suyuthi, Sebab Turunnya Ayat Al-
Qur’an, Penj. Tiem Abdul Hayyie, (Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-1, 2008), 567.

°! Muhammad bin Ismail Abi ‘Abdullah al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Bairut Libanan:
Daru Tuq al-Najah, Juz 7, 1422 H), 48.
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Artinya: Ibrahim bin Miisa telah menceritakan kepada kami, Hisyam telah
menceritakan kepada kami, dari Ibn Juraij, ‘Ata’ berkata: Dari Ibn
‘Abbas, la berkata: “Orang-orang musyrik terbagi mejadi dua bila
di lihat dari kedudukan mereka dari Nabi saw dan kaum
mukminin”. Pertama, ahl al-harb, yaitu orang-orang musyrik yang
nabi saw memerangi mereka dan mereka juga memerangi nabi,
dan yang kedua, ahlu ahd, yakni kaum musrikin yang tidak
diperangi oleh Rasulullah dan mereka tidak memerangi nabi. Dan
apabila ada salah seorang wanita yang berhijrah dari ahl al-harb,
maka wanita itu tidak boleh dinikahi hingga ia haidh hingga suci
kembali. Setelah suci, maka menikah dengannya-pun menjadi
halal. Apabila suaminya juga ikut berhijrah sebelum wanita itu
dinikahi, maka wanita itu akan dikembalikan padanya. Kemudian,
apabila yang berhijrah adalah seorang hamba, seorang laki-laki
ataupun perempuan, maka keduanya akan menjadi merdeka serta
berhak mendapatkan hak sebagaimana yang didapatkan oleh kaum
muhajirin  yang lain. Kemudian disebutkan pula ahlu ahd
sebagaimana hadisnya Mujahid, apabila seorang budak berhijrah,
baik laki-laki ataupun perempuan kepada orang-orang musyrik ahl
‘ahd, maka mereka tidak akan dikembalikan, namun yang
dikembalikan adalah tebusan mereka (HR. Al-BukharT).

Berdasarkan kedua nas tersebut, Ibn Hazm memberikan pernyataan
bahwa Allah Swt tidak mewajibkan iddah sebab fasakh-nya pernikahan
seorang perempuan yang masuk Islam sedangkan suaminya masih dalam
keadaan kafir ;Gﬁ\ Sealil (e Gealks gl & 8k fele J55 Ge Cag A
OeSl” (Allah  tidak mewajibkan iddah bagi wanita yang berhijrah
memeluk Islam dari seorang suami yang masih kafir). Oleh karena itu,
menurutnya tidak ada jalan qiyas atau menganalogikan putusnya pernikahan
atau pembatalan pernikahan (fasakh) dengan talak sebagaimana pendapat
ulama lain, karena menurutnya talak tidak akan terjadi kecuali atas
kehendak suami dan diharuskan menggunakan kalimat talak, sementara
fasakh muncul bukan dari perkataan suaminya, * (33l i gl s 5545 Y5

2 s g LA ekt il B ) G4 Y B Y (s
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(tidak diperbolehkan menyamakan fasakh dengan talak, karena keduanya
berbeda, talak muncul atas inisiatif suami dan dengan lafal talak,

sedangkan fasakh tidak demikian).”

52 Abu Muhammad ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm al-Andalusi al-
Qurtubi al-Zahiri,. Op,. Cit,. Juz IX, 357.



BAB IV
ANALISIS TERHADAP ARGUMENTASI IBN HAZM TENTANG IDDAH
BAGI WANITA AKIBAT FASAKH DAN RELEVANSINYA DENGAN
KONTEKS HUKUM DI INDONESIA

A. Analisis Terhadap Argumentasi Ibn Hazm Tentang Iddah Bagi Wanita
Akibat Fasakh

Manusia yang terlahir di dunia ini pasti menginginkan kebahagiaan,
tetapi kebahagiaan itu tidak dapat tercapai dengan mudah tanpa adanya usaha
serta mematuhi semua peraturan yang ada. Salah satu proses untuk mencapai
kebahagiaan adalah dengan jalan “perkawinan” yang berawal dari niat tulus
untuk membina rumah tangga.! Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah
untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera,
bahagia dan kekal “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria
dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.’

Membina keluarga yang harmonis tidaklah mudah, dikarenakan akan
muncul berbagai persoalan di dalam sebuah rumah tangga yang telah dibina.
Penyatuan dua manusia yang berbeda sifat dan karakter pasti akan
menimbulkan masalah. Apabila masalah tersebut tidak dapat teratasi maka
dapat berujung kepada perceraian.’ Perceraian merupakan sesuatu yang

dibenci oleh Allah Swt, sebagaimana hadis Rasulullah saw :

' M. Anshori, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 65.

* Undang-undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 2.

* Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.
Ke-1,2003), 191.
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami Katsir ibn ‘Ubaid al-Himsi. Dia
berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Khalid
dari ‘Ubaidillah ibn al-Walid al-Wassafi, dari Muharib ibn Ditsar
dari ‘Abdullah Ibnu ‘Umar r.a, ia berkata: bahwasanya Rasulullah
saw telah bersabda: Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah
adalah perceraian. (HR. Abii Dawud dan Ibn Majah. Hadis ini
disahihkan oleh Al-Hakim, namun Abii Hatim mentarjihnya sebagai
hadis mursal).*

Akibat dari perceraian tersebut, salah satunya yakni mantan istri wajib
menjalani “masa iddah”. Jadi, iddah merupakan akibat dari adanya perceraian.
Dalam istilah lain, disebut “masa tunggu”. Ada beberapa macam masa iddah.
Pertama, masa iddah bagi seorang istri yang sedang hamil, masa iddah-nya
sampai dia melahirkan secara total. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt
dalam surah Al-Thalaq ayat 4. Kedua, seorang istri yang ditinggal mati suami,
sedangkan dia tidak hamil dan tidak haid, dalam hal ini masa iddah-nya 3
bulan. Ini berlaku yang tidak haid atau sudah menopause atau berhenti haid.’

Ketiga, istri yang tertalak. Jika istri yang ditalak masih aktif haid, maka masa

iddah-nya adalah mengalami haid selama tiga kali periode kemudian suci (Q.s.

4 Muhammad bin Ismail al-Amiri, al-San’ani, Subul Al-Salam Syarah Buliigh Al-Maram,
Terj. Ali Nur Medan, dkk, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, (Jakarta: Daruss Sunnah
Press, Cet. Ke-I, Juz III, 2008), 12.

> Ali Sa’id Al-Ghamidi, Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis, (Solo:
PT. Aqwam Media Profetika, 2012), 328.



79

al-Bagarah: 228).° Keempat, istri yang ditalak dan sama sekali belum
disetubuhi, maka tidak mempunyai masa iddah (Q.s. Al-Ahzab: 49). Kelima,
iddah bagi wanita tua yang ditinggal suamianya (cerai mati), maka masa
iddah-ny adalah 4 bulan 10 hari (Q.s. al-Bagarah: 234).”

Kemudian, pada Pasal 170 Bab 19, Kompilasi Hukum Islam juga
menjelaskan tentang masa berkabung. Istri yang ditinggal suami-nya wajib
melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda berduka cita
dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.® Hal ini berdasarkan Firman Allah
Swt Surah al-Baqarah ayat 228, yakni :

s B9 bl i Sl
Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) /menahan diri mereka
(menunggu) tiga kali quru. (Qs. al-Bagarah: 228).’

Tegasnya, iddah adalah masa penantian (untuk tidak menikah dulu)
bagi seorang istri dalam waktu yang sudah ditentukan oleh agama, yang
bertujuan untuk mengetahui kosongnya rahim seorang istri (bagi istri yang
masih berpotensi hamil) atau karena peribadatan atau ta abbud atau taken for
granted (bagi istri yang masih kecil atau sudah menopause) sebagai bentuk

duka cita atas wafatnya suami.'’

% Slamet Abidin, Figih Munakahat 2, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 122.

" Anshori Umar, Figih Wanita, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1996), 435.

¥ Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum
Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 128.

® Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra
Semarang, 2002), 36.

' Hendiri Kusmidi, “Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan”. Jurnal MIZANI:
Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 04, No. 01, 2017, 34.
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Pada mulanya iddah disyari’atkankan untuk menjaga turunan dari
percampuran sperma.'' Iddah bermakna perhitungan atau sesuatu yang
dihitung. Secara bahasa mengandung pengertian hari-hari haid atau hari-hari
suci pada wanita. Sedangkan secara istilah, “iddah mengandung arti masa
menunggu, artinya masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan
setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai
mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir
bagi suami."?

Iddah adalah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang
diceraikan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati guna untuk
mengetahui kandungannya berisi atau tidak. Perempuan yang ceraikan
suaminya adakalanya hamil dan adakalanya tidak."” Dengan redaksi yang agak
panjang Al-Ghundur memberikan definisi ‘iddah dengan, jenjang waktu yang
ditentukan untuk menanti kesucian (kebersihan rahim) dari pengaruh
hubungan suami istri setelah sang istri diceraikan atau ditinggal mati suami,
yaitu waktu yang biasa dipikul oleh istri setelah putus ikatan pernikahan
karena dikhawatirkan terjadi kesyubhatan dalam pengaruh hubungan kelamin
atau yang sesamanya seperti bermesra-mesraan (dengan pria lain jika ia segera

menikah)."*

" Ibid,.

12 Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Icktiar Baru Van Hoeve,
Jilid 2, 1996), 637.

 Diterbitkan oleh Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf
Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji, Pedoman Figh Munakahat, (Jakarta, Tahun
1999/2000), 33.

'* Ahmad Al-Ghundur, al-Talag al-Syari’at al-Islamiyyah wa al-Qaniin, (Mesir: Daru al-
Ma’arif, 1997), 291.
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Kemudian, persoalannya apakah fasakh nikah juga termasuk hal yang
mewajibkan istri menjalani masa iddah ? Dalam hal ini para ulama berbeda
pendapat. Menurut Ibn Hazm, tidak ada iddah bagi pernikahan tersebut

(pernikahan fasakh) sebagaimana teks di bawah ini :
o Ak oy 505 3 ) G5 sl sl g5y b 5 B B ¥y WL
i‘-j,(.Jj co-\a.‘b L«@J (.J.;/ 75 4 A.U./C— Q.U‘ 61'" A.U\ dj-“’) J-AY VLSS d\ 2 3\.‘:‘.’;'
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Artinya: Permasalahan: tidak ada iddah karena sebab fasakh nikah
sebagaimana telah saya sampaikan kecuali karena meninggal dunia
(iddah wafat) dan seorang wanita yang memilih berpisah dengan
suaminya (khuluk) berdasarkan perintah dari Rasulullah saw. Oleh
karena itu keduanya wajib beriddah, Allah tidak memerintahkan
kecuali karenanya dan tidak boleh memerintahkan kecuali
dengannya karena atas perintah agama yang Allah tidak
mengizinkannya. Dan tidak boleh mengkiyaskan fasakh dengan
talak karena keduanya berbeda, karena talak tidak ada kecuali
dengan lafal talak dan atas kehendaknya sendiri sedangkan fasakh
terjadi dengan selain lafal yang keluar dari suaminya, baik
disenangi atau tidak. Oleh karena itu giyas batal.

Menurutnya, iddah tidak berlaku bagi pernikahan fasakh. Iddah hanya
berlaku bagi pernikahan yang putus akibat seorang wanita yang meminta
berpisah dengan suaminya (khuluk) atau seorang wanita yang ditinggal mati
oleh suaminya. Perintah iddah untuk kedua kasus tersebut berdasarkan

perintah Nabi saw serta perintah Allah Swt. Oleh karena-nya, tidak

Abu Muhammad ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm al-Andalusi al-
Qurtubi al-Zahiri, AI-Muhalla bi al-Asar, Tahqiq Muhammad Munir al-Dimasyqi, (Mesir: Idarah
al-Tiba’ah al-Munirah, Juz IX, 1352 H), 357.
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diperkenankan menganalogikan perpisahan pernikahan fasakh dengan
perpisahan pernikahan talak.

Namun demikian, pada dasarnya Ibn Hazm dalam kitab-nya “al-
Muhalla” pada bab “iddah”, Ia menjelaskan bahwa iddah hanya berlaku dalam
tiga keadaan, yaitu iddah bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya pada saat
masih hidup dan pernah melakukan hubungan badan, iddah bagi wanita yang
ditinggal mati oleh suaminya, baik pernah melakukan hubungan badan
maupun tidak dan iddah bagi seorang wanita yang meminta pisah dengan
suaminya (iddahnya iddah talak).'® Bahkan pada bab yang sama, Ia (Ibn
Hazm) mempertegas pendapatnya, bahwa semua jenis fasakh, baik dalam
pernikahan yang sah dan atau akad fasad tidak ada masa iddah bagi-nya. Hal

ini sebagaimana teks berikut :
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Artinya: Adapun seluruh jenis fasakh, baik pada pernikahan yang sah maupun
pada akad yang rusak, maka tiada iddah baginya, sebab al-Qur’an,

hadis tidak mewajibkannya dan tidak ada hujjah  kecuali
dengannya.

Teks di atas dengan sangat jelas, bahwa tiada iddah bagi pernikahan
yang fasakh, baik dalam nikah sah maupun nikah fasad. Kemudian, di dalam
kitab yang sama (al-Muhalla), pada sub bab “;153\ gld QU Ta menguraikan
pula beberapa contoh fasakh nikah, diantaranya yaitu; pernikahan seorang

lelaki dengan perempuan yang masih ada hubungan rada’ah (sepersusuan),

16 1bid, Juz X, 26.
7 Ibid,. Juz X, 27.
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seorang wanita yang pernah disetubuhi oleh ayahnya, dan atau kakeknya,
seorang perempuan yang telah dimerdekakan (tetapi dalam hal ini,
menurutnya si istri diberikan pilihan untuk melanjutkan pernikahannya atau
memfasakhnya), perbedaan agama diantara keduanya (kecuali si suami telah
beragama Islam dan si istri berstatus kitabiyah), si istri menjadi muallaf
sedangkan suami masih kafir, keduanya murtad dan atau salah satunya, dan
lain sebagainya.'®

Ibn Hazm dalam menetapkan tidak adanya “iddah” bagi pernikahan
fasakh, berdasarkan hujjah al-Qur’an dan hadis sebagaimana peneliti paparkan

di bawah ini.
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman ! Apabila perempuan-perempuan
mukmin datang kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan)
mereka. Allah lebih tau tentang keimanan mereka; jika kamu telah
mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah
kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami
mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-
orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada
(suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada
dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada
mereka mahar-nya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali
(pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah

¥ Ibid,. Juz IX, 329-330.
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kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika
suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang
telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah
beriman). Demikianlah hukum Allah yang telah ditetapkannya
diantara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana (Q.s
al-Mumtahanah: 10)."

Ayat tersebut turun beriringan dengan peristiwa perjanjian Hudaibiyah
yang terjadi antara Nabi Muhammad dengan kaum musyrik Quraisy pada
tahun 628 M. Salah satu butir kesepakatan yang dilahirkan pada perjanjian ini
berisi bahwa apabila ada orang dari pihak Quraisy datang kepada Muhammad
atau melarikan diri dari mereka tanpa izin walinya, maka ia harus
dikembalikan kepada pihak Quraisy. Sebaliknya, jika ada pengikut
Muhammad yang datang kepada pihak Quraisy, melarikan diri dari dia, maka
tidak akan dikembalikan pada Muhammad.*

Sejarah  kemudian mencatat bahwa setelah perjanjian ini
ditandatangani, Abi Jandal, anak dari Suhail bin ‘Amr datang kepada Nabi
dan mengutarakan keinginannya untuk bergabung dengan kaum muslim.
Suhail ternyata mengetahui hal ini, dia marah besar kemudian memukuli
anaknya, direnggut kerah bajunya untuk dikembalikan kepada kaum musyrik
Quraisy. Saat itu, Abli Jandal berteriak dengan keras, “wahai kaum muslimin,
apakah aku dikembalikan kepada orang-orang musyrik yang akan menyiksaku
karena agamaku ?” lantas Rasulullah berkata: “wahai Abii Jandal, bersabarlah,

sesungguhnya Allah akan memberikan jalan keluar kepadamu dan kepada

" Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra
Semarang, 2002), 550.

" Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfury, Sirah Nabawiyah, Penj. Kathur Suhardi,
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 445.
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orang-orang yang lemah yang bersamaan. Kami telah mengikat perjanjian
dengan kaum musyrik Quraisy, dan kita tidak boleh menghianati mereka”.*'
Setelah peristiwa itu ada beberapa orang perempuan mukminin datang
berhijrah ke Madinah, Ummu Khultsiim binti ‘Ugba bin Mu’ait keluar dari
Makkah. Saudaranya, ‘Umara bin Walid, kemudian menuntut kepada Nabi
supaya wanita itu dikembalikan kepada mereka sesuai dengan isi perjanjian.
Tetapi nabi menolak permintaannya, karena isi yang termaktub dalam
perjanjian tidak mencakup kaum perempuan. Disamping itu, perempuan yang
sudah masuk Islam tidak sah lagi bagi suaminya yang masih kafir musyrik,

oleh karena itu mereka harus berpisah. Maka dalam konteks inilah surat al-

Mumtahanah turun,*” sebagiamana hadis di bawah ini.
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*! Ibid, 446.

22 Ibid,. h. 447. Lihat pula dalam; Jalaluddin As-Suyuthi, Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an,
Penj. Tiem Abdul Hayyie, (Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-1, 2008), 567.

* Muhammad bin Ismail Aba ‘Abdullah al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Bairut Libanan:
Daru Tuq al-Najah, Juz 7, 1422 H), 48.
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Artinya: Ibrahim bin Miisa telah menceritakan kepada kami, Hisyam telah
menceritakan kepada kami, dari Ibn Juraij, ‘Ata’ berkata: Dari Ibn
‘Abbas, la berkata: “Orang-orang musyrik terbagi mejadi dua bila
di lihat dari kedudukan mereka dari Nabi saw dan kaum
mukminin”. Pertama, ahl al-harb, yaitu orang-orang musyrik yang
nabi saw memerangi mereka dan mereka juga memerangi nabi, dan
vang kedua, ahlu ahd, yakni kaum musrikin yang tidak diperangi
oleh Rasulullah dan mereka tidak memerangi nabi. Dan apabila
ada salah seorang wanita yang berhijrah dari ahl al-harb, maka
wanita itu tidak boleh dinikahi hingga ia haidh hingga suci kembali.
Setelah suci, maka menikah dengannya-pun menjadi halal. Apabila
suaminya juga ikut berhijrah sebelum wanita itu dinikahi, maka
wanita itu akan dikembalikan padanya. Kemudian, apabila yang
berhijrah adalah seorang hamba, seorang laki-laki ataupun
perempuan, maka keduanya akan menjadi merdeka serta berhak
mendapatkan hak sebagaimana yang didapatkan oleh kaum
muhajirin  yang lain. Kemudian disebutkan pula ahlu ahd
sebagaimana hadisnya Mujahid, apabila seorang budak berhijrah,
baik laki-laki ataupun perempuan kepada orang-orang musyrik ahl
‘ahd, maka mereka tidak akan dikembalikan, namun yang
dikembalikan adalah tebusan mereka (HR. Al-Bukhar).

Berdasarkan kedua nas tersebut, Ibn Hazm memberikan pernyataan
bahwa Allah Swt tidak mewajibkan iddah sebab fasakh-nya pernikahan
seorang perempuan yang masuk Islam sedangkan suaminya masih dalam
keadaan kafir )Uﬁ‘ Gl 3l Ga (gal s CL““‘ H8ie feale 355 3o Gansiald
(Allah tidak mewajibkan iddah bagi wanita yang berhijrah memeluk Islam
dari seorang suami yang masih kafir). Oleh karena itu, menurutnya tidak ada
jalan qiyas atau menganalogikan putusnya pernikahan atau pembatalan
pernikahan (fasakh) dengan talak sebagaimana pendapat ulama lain, karena

menurutnya talak tidak akan terjadi kecuali atas kehendak suami dan

diharuskan menggunakan kalimat talak, sementara fasakh muncul bukan dari

perkataan suaminya, © &8 ¥ 3l (Y (alAL LY (3l e @d\ S 55A0 Y5
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EBBJ‘ Bl e Gl o A dﬂ«&\ L3NV (tidak diperbolehkan menyamakan
fasakh dengan talak, karena keduanya berbeda, talak muncul atas inisiatif
suami dan dengan lafal talak, sedangkan fasakh tidak demikian).**

Berdasarkan paparan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa
argumentasi atau hujjah Ibn Hazm dalam menetapkan hukum “tidak ada iddah
bagi pernikahan fasakh berdasarkan nas al-Qur’an surah al-Mumtahanah ayat
10 dan hadis sebagaimana di atas. Selain itu, argumentasi yang dibangun oleh
Ibn Hazm yakni berdasarkan “dalil”, yaitu sesuatu yang diambil dari ijma’
atau dari nas. Singkatnya, dalil langsung diambil dari nas.”> Dalam artian,
berdasarkan nas di atas (al-Qur’an dan hadis) sebagaimana peneliti paparkan,
bahwa Allah Swt tidak mewajibkan iddah akibat pernikahan fasakh. Oleh
karena-nya, tidak boleh menganalogikan “perpisahan fasakh dengan talak”,
karena menurutnya talak tidak akan terjadi kecuali atas kehendak suami dan
diharuskan menggunakan kalimat talak, sementara fasakh muncul bukan dari
perkataan suaminya.

Peneliti sendiri sependapat dengan pendapatnya Ibn Hazm yang
menytakan bahwa tidak ada iddah bagi pernikahan akibat fasakh. Tetapi,
peneliti tidak sepenuhnya sependapat. Apabila fasakh nikah tersebut terjadi
sebelum adanya hubungan intim, maka dalam hal ini peneliti sependapat
dengannya, dengan alasan tidak akan terjadi percampuran sperma antara suami

dan istri. Meski demikian, alangkah baiknya mantan istri tetap menjalani masa

# Abu Muhammad ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm al-Andalusi al-
Qurtubi al-Zahiri,. Op,. Cit,. Juz IX, 357.

» Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 350.
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iddah. Hal tersebut sebagai penghormatan dan pengagungan terhadap akad
nikah yang pernah dilakukan, sekalipun pernikahannya tersebut fasakh dan
dapat dijadikan sebagai media fa’abbudiyyah (menjalankan perintah Tuhan-
versi mayoritas ulama, sebab dianalogikan dengan talak), serta menerima
dengan rela dan secara apa adanya menjalani masa iddah yang telah diatur
dalam agama serta si istri agar dipandang oleh masyarakat sebagai insan yang
bermoral. Selain alasan tersebut, alasan yang paling mendasar ialah mayoritas
ulama yang tetap mewajibkan iddah dan iddahnya itu sendiri iddah cerai
hidup, yakni jika Ia (mantan istri) telah hamil, maka iddahnya hingga
melahirkan. Jika tidak hamil, maka iddahnya tiga kali suci. Hal ini
sebagaimana dikemukakan oleh jumhur Ulama, yakni:

i fﬁ'é':i' ‘:’3:\" C\_{fj\f,””:\_:,\}j\ Cﬁ‘ w? G,Jﬁ;ih;’ ‘:’j\'ﬁi‘ %‘}'}’3 usil J“'éjﬁi Y

o °

sl bl ealnd e aisdl 2B 5 81t Sty ) Ll 199835 (s
26, 0)05eilty Al a3 83l 1 1 (Jp

Artinya: Para fuqaha berpendapat, wajibnaya iddah dengan adanya dukhiil
“persetubuhan” dalam pernikahan yang fasid,,,,, seperti pernikahan
dengan tanpa saksi dan wali, para ulama juga berpendapat terhadap
kewajiban iddah dalam pernikahan yang telah disepakati atas
kerusakannya dengan sebab wati’, persetubuhan, semisal pernikahan
wanita yang sedang iddah, menikahi istri orang lain, dan pernikahan
dalam garis mahram.

Tetapi, apabila telah terjadi hubungan intim, maka peneliti tidak
sependapat dengan pendapatnya Ibn Hazm. Pernikahan fasakh dan telah terjadi

hubungan badan, maka istri tetap menjalankan masa iddah. Hal ini sebagaimana

*® Al-Maiisii’ah al-Fightyyah, (Kuwait: Zatus Salasil, Juz 29, Cet. Ke-2, 1986), 339.
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pendapatnya mayoritas ulama yang tetap mewajibkan iddah akibat pembatalan

atau pengrusakan nikah sebagaimana redaksi teks di bawah ini :

sg °
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Artinya: Menurut mayoritas ulama, bahwa iddah yaitu masa tunggu yang
mencegah (pelaksanaan) nikah karena sebab fasakh, meniggalnya

suami, dan atau karena perceraian.
Jadi, berdasarkan teks tersebut bahwa fasakh nikah tetap mewajibkan
adanya iddah atau masa berkabung bagi mantan istri, dengan tujuan untuk
mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan

mantan suaminya dan untuk fa’abbud, artinya semata untuk memenuhi

kehendak dari Allah Swt.?®

B. Relevansi Pendapat Ibn Hazm Tentang Iddah Bagi Wanita Akibat
Fasakh
Dengan Konteks Hukum di Indonesia
Pada analisis ini, peneliti akan menggunakan pendekatan peraturan
perundang-undangan. Dalam pendekatan perundang-undangan, peneliti perlu
memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan itu.
Menurut Pasal 1 angka (2) UU No. 10 Tahun 2004, menyebutkan bahwa

peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh

" Salim Mahmidi, Ahkam Faskhi ‘Ugid Al-Zawaj Fi Figh Al-Islami Wa Al-Asar Al-
Mutarattabati ‘Alaitha, (Arab Saudi: Al-Sannah Al-Jami’lyyah, 2018), h. 208-210. Lihat pula
dalam Ibn Qudamah, A/-Mughni libni Qudamah, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin, Abd al-
Fatah al-Hawa, (t.tp: Daru ‘Alim al-Kutiib, Juz 7, Cet. Ke-III, 1997), h. 147. Atau Juz §, 97.

2 Hendiri Kusmidi, “Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan”. Op,. Cit, 40.
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lembaga negara atau pejabat yang berwewenang dan mengikat secara umum.”

Oleh karea itu, berdasarkan isi pasal tersebut, berarti bahwa yang dimaksud
sebagai statute berupa legislasi (Pembuatan UU dari legislatif) dan regulasi
(Pengaturan pendelegasian yang dikehendaki rakyat). Oleh sebab itu,
pendekatan undang-undang berarti pendekatan dengan menggunakan /legislasi
dan regulasi.

Dalam hukum Islam, penelitian memiliki tujuan untuk menemukan
preskripsi’® dan sekaligus menerapkannya. Menerapkan hukum memerlukan
perangkat legislasi sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat
diberlakukan.’’ Terkait dengan penerapan hukum tidak ada iddah bagi
pernikahan fasakh perspektif Ibn Hazm apabila dikaitkan dengan Perundang-
undangan, baik Undang-undang pernikahan tahun 1974 dan Kompilasi
Hukum Islam, dijelaskan sebagaimana berikut. Pasal 22 dalam Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian:

Perkawianan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-
syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam pasal tersebut di atas menyatakan, bahwa jika diketahui bahwa
ada salah satu dari beberapa syarat-syarat dalam pernikahan tidak terpenuhi,
maka pernikahannya dapat dibatalkan karena hukum, misalnya :

1) Syarat in’igad”, yang termasuk syarat-syarat in ‘igad, yaitu :

a. Syarat-syarat bagi pihak yang berakad

¥ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
Perundang-undangan, 1-2.

3% Preskripsi adalah apa yang diharuskan; ketentuan (petunjuk) peraturan.

*! Hajar M, Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Figih, (Yogyakarta:
Kalimedia, Cet. Ke-I, 2017), 71.

2 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islam wa Adillatuhu, Perj. Abdul Hayyie al-Kattani,
(Depok: Gema Insani, Juz 7, 2011), 47-49.
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Bagi dua orang yang berakad maka disyaratkan harus ahliyah al-
tasarruf dalam artian orang tersebut bisa melakukan akad sendiri
maupun untuk orang lain. Dalam hal ini adalah orang yang sudah
tamyiz, maka bila yang berakad itu anak kecil yang belum tamyiz maka
akadnya batal. Selain itu yang berakad juga disyaratkan mempunyai
kemampuan untuk mendengar perkataan orang lain, baik secara hakiki

maupun secara hukmi.

. Syarat-syarat calon istri

Persyaratan bagi seorang mempelai wanita adalah bahwa
mempelai wanita tersebut haruslah wanita yang sebenarnya (tidak
banci). Hal ini dikarenakan menikahi sesama jenis hukumnya adalah
haram, sehingga akad yang dilakukan adalah batal. Selain itu, wanita
yang akan dinikahi disyaratkan bukan wanita yang haram dinikahi,
adapun wanita yang haram dinikahi seperti saudara perempuan, anak

perempuan, bibi, dan sebagainya.

. Syarat-syarat sighat

Sighat mempunyai beberapa syarat yang menentukan sah
tidaknya sighat yang diucapkan, yaitu :

1) Sighat harus diucapkan dalam satu majelis, meskipun kedua
mempelai hadir namun berbeda majelis maka sigahnya batal.

2) Kesesuaian isi ijjab dengan isi kabul dan harus cocok.

3) Sighat dilakukan seketika itu juga, dalam artian sigah harus
bersambung dan tidak boleh pisah.

2) Syarat sihhah33, yaitu terdiri dari :

o

Calon mempelai wanita tidak haram dinikahi.

Sighat tidak dibatasi oleh waktu tertentu.

Hadirnya saksi saat akad; para ulama mazhab sepakat kecuali
Malikiyyah yang membolehkan saksi hadir sebelum atau sesudah akad.
Kedua mempelai rela tanpa dipaksa; para ulama mazhab sepakat
kecuali Hanafiyyah yang menghukumi sah pada nikah atau talak yang
dipaksa.

Kedua mempelai jelas orangnya.

Kedua mempelai ataupun wali tidak sedang ihram; para ulama mazhab
sepakat kecuali Hanafiyyah yang membolehkan nikah saat ithram.

» 1bid,. Juz 7, 62-82.
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g. Adanya mahar.

h. Akad diketahui orang banyak (umum); ini adalah syarat yang
ditentukan oleh Malikiyyah.

i. Para mempelai tidak menderita sakit yang ditakuti; ini adalah syarat
yang ditentukan oleh malikiyah.

j. Hadirnya wali; para ulama mazhab sepakat kecuali Hanafiyyah yang
membolehkan nikah tanpa wali.

3) Syarat nafaz, yang terdiri dari :

a. Para mempelai harus ahliyah, mampu melakukan akad atau transaksi
sendiri. Dalam hal ini maka para mempelai harus berakal, baligh dan
merdeka.

Calon suami haruslah orang yang sudah mengerti (pintar)

Wali yang mengakadkan haruslah wali yang lebih dekat

Seorang wakil tidak boleh menyalahi amanah yang diembannya

Yang bertindak mengakadkan kedua mempelai adalah orang yang
berwenang untuk itu.

°opo

4) Syarat [uziim, yaitu terdiri dari :

a. Membayar mahar misi/ jika menikai wanita merdeka ketika tidak ada
rida walinya.

b. Mempelai pria harus kufu dengan mempelai wanita.

c. Suami harus sehat, bebas dari cacat dan impotensi.”*

Kemudian, pada Pasal 26 dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Tentang Perkawianan disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila :

a.

Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatatan perkawinan
yang tidak berwewenang, wali nikah yang tidak sah atau yang
dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan
pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari
suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat
(1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami-istri
dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat
perkawinan yang tidak berwewenang dan harus diperbarui supaya sah.

Pasal 26 ayat (1) in1 menjelaskan bahwa ada beberapa sebab-sebab dari

dibatalkannya perkawinan, seperti: Petugas Pencatatan Nikah yang tidak sah

** Ibid,. Juz 7, 87.
?* Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
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atau tidak memiliki wewenang (ilegal), wali nikah yang tidak berhak (seperti
dalam perkara ini yang menjadi wali nikah adalah ayah tiri dari mempelai
wanita), padahal hal itu jelas tidak dapat dibenarkan, atau saat tidak adanya dua
orang saksi dalam suatu proses berjalannya akad atau adanya saksi namun tidak
memenuhi syarat sebagai saksi. Adapun penjelasan dari ayat (2) menjelaskan
bahwa hak akan melakukan pembatalan nikah dapat batal (gugur) ketika
mereka (suami-istri) mampu hidup serumah sebagai sepasang suami-istri, yang
dibuktikan berupa akta nikah namun lalu diperbarui dengan yang sah.

Selanjutnya pembatalan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam,
diatur dalam Bab XI Tentang Batalnya Perkawianan dengan beberapa pasal,
antara lain yaitu:*°

Pasal 70 dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan
batal apabila:

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah
karena sudah mempunnyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari
keempat istrinya itu dalam iddah talak raj’i;

b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di/i 'annnya;

c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga talak olehnya,
kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang
kemudian bercerai lagi ba’da al-dukhul dari pria tersebut dan telah habis
masa idahnya;

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunnyai hubungan darah,
semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi
perkawinan menurut pasal 8 undang-undang No. 1 Tahun 1984, yakni:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara
saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang
dengan saudara neneknya.

3. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara
sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

%% Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991).
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4. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri
atau istri-istrinya.

Pasal ini menjelaskan tentang beberapa sebab dapat dibatalkannya
perkawinan, seperti: suami yang melaksanakan perkawinan dengan wanita ke
lima (padahal ia telah memiliki empat orang istri sekalipun salah satu dari
mereka sedang menjalani iddah talak raj’i), seorang suami yang menikahi
kembali bekas istri yang telah di/i’annya (meskipun dengan alasan karena
penyesalan), seorang suami yang menikahi kembali bekas istri yang pernah
dijatuhi talak raj’i (kembali jika ia “istri” menikah kembali laki-laki lain lalu
diceraikannya) dalam hal ini mereka bisa menikah kembali, seorang laki-laki
yang menikahi wanita yang memiliki hubungan saudara, semenda, atau
sepersusuan dengan garis yang telah ditentukan, dan laki-laki yang menikahi
saudara kandung atau bibi kemudian dari istri atau istri-istrinya.

Pasal 71 dalam Kompilasi Hukum Islam suatu perkawian dapat
dibatalkan apabila:

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri
pria lain yang mafquqg “tidak diketahui keberadaannya”;

c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam idah suami lain;

d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana
ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang
tidah berhak;

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal ini menjelaskan tentang dapat dibatalkannya suatu pernikahan
apabila: suami yang berpoligami tanpa seizin dari pengadilan (sekalipun si istri

mengizinkan secara lisan) hal ini tidak dapat dibenarkan karena poligami-pun

harus melalui pertimbangan hukum, wanita yang dikawini ternyata masih
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memiliki seorang suami (sekalipun diketahui suami itu sedang sakit), jika
diketahui bahwa wanita yang dinikahi masih dalam masa iddah (meskipun
dalam talak raj’i), jika perkawinan dari kedua belah pihak (salah satu atau
keduanya) memiliki umur yang belum mencapai 16 (untuk perempuan) dan 19
tahun (untuk laki-laki), perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya wali
(wali yang tidak berhak), dan atau perkawinan yang dilakukan melalui paksaan
dari salah satu atau pihak lain.

Menurut peneliti, apabila fasakhnya nikah belum ada persetubuhan,
peneliti sependapat dengan pendapatnya Ibn Hazm yang mengatakan tidak
adanya iddah bagi mantan istri yang pernikahannya fasakh. Hal ini sejalan
dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153 ayat 1 disebutkan bahwa; Bagi
seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah,
kecuali gobla al-dukhiil dan perkawinannya putus bukan karena kematian
suami.’” Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa, jika putusnya perkawinan dan
belum ada percampuran antara suami dan istri- persetubuhan, maka, tidak ada
iddah bagi mantan istrinya.

Jadi, pendapatnya Ibn Hazm jika dilihat dari sudut pandang Perundang-
undangan maupun Kompilasi Hukum Islam tidaklah relevan, karena dalam
Perundang-undangan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam disebutkan
bahwa iddah tetap wajib dijalani bagi tiap-tiap wanita yang pernikahannya

telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama. Namun, jika antara suami istri belum

7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam
Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.
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pernah berhubungan badan atau gabla al-dukhiil, maka tidak ada iddah baginya

(mantan istrinya).



BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Sebagai kesimpulan akhir pembahasan tentang “Analisis Pendapat Ibn Hazm

Tentang Iddah Bagi Wanita Akibat Fasakh, maka peneliti dapat mengambil

kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Ibn Hazm, bahwasannya iddah tidak berlaku bagi pernikahan fasakh
(pembatalan pernikahan dan atau penghapusan pernikahan), misalnya
pernikahan seorang lelaki dengan perempuan yang masih ada hubungan
rada’ah (supersusuan), seorang wanita yang pernah disetubuhi oleh ayahnya,
dan atau kakeknya, seorang perempuan yang telah dimerdekakan (tetapi dalam
hal ini, menurutnya si istri diberikan pilihan untuk melanjutkan pernikahaannya
atau memfasakhnya), perbedaan agama diantara keduanya (kecuali si suami
telah beragama Islam dan si istri berstatus kitabiyah), si istri menjadi muallaf
sedangkan suami masih kafir, keduanya murtad dan atau salah satunya. Oleh
karenanya, iddah hanya berlaku bagi pernikahan yang putus akibat seorang
wanita yang meminta berpisah dengan suaminya ( cerai mati) dan atau cerai
hidup. Argumentasi atas pendapatnya tersebut didasarkan al-Qur’an surah al-
Mumtahanah ayat 10, hadis riwayat Imam Bukhari serta berdasarkan “dalil”,
yakni sesuatu yang diambil dari ijma’ atau dari nas. Oleh karenanya

berdasarkan nas tersbut (al-Qur’an dan hadis), Allah Swt tidak mewajibkan

98
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iddah akibat pernikahan fasakh, sehingga tidak diperbolehkan menganalogikan
“fasakh nikah dengan talak”, karena menurutnya talak tidak akan terjadi kecuali
atas kehendak suami dan diharuskan menggunakan kalimat talak, sementara
fasakh muncul bukan dari perkataan suaminya.

2. Pendapatnya Ibn Hazm yang menyatakan tidak ada iddah akibat pernikahan
fasakh ini apabila direlevansikan dengan konteks hukum di Indonesia, maka
secara spesifik pendapatnya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum di
Indonesia. Dengan demikian, peneliti menilai bahwa gagasan dan pandangan

Ibn Hazm tidak aplikatif di Indonesia.

B. Saran-saran
Setelah peneliti menguraikan serta menganalisisnya terkait dengan Pendapat

Ibn Hazm Tentang Iddah Bagi Wanita Akibat Fasakh, peneliti dapat memberikan

saran-saran sebagai berikut :

1. Apapun pendapat seorang ulama, layak menjadi pertimbangan dan perlu
menjadi perbendaharaan dalam hazanah hukum Islam, sehingga kita tidak
terjebak pada sikap ta’ashub (fanatik) dan faqlid pada salah satu pendapat saja.
Apalagi sampai mema’sumkan para Imam mereka, dan menganggap bahwa
yang dipilihnya adalah yang paling benar. Oleh sebab itu, kepada para istri yang
menjumpai kasus di atas, janganlah telalu cepat meminta fasakh atau
membatalkan pernikahannya, tetapi cobalah bermusyawaroh terlebih dahulu

untuk mengatasi permaslahan tersebut. Hal ini apabila batalnya pernikahan



100

disebabkan oleh tidak terpenuhinya salah satu syarat atau rukun nikah. Namun
jika, batalnya pernikahan disebabkan oleh hal lain, semisal masih saudara
sepersusuan, kakak-beradik, maka tidak ada jalan keluar kecuali dipisahkan
antara suami-istri tersebut.

2. Bagi siapapun yang berkeinginan menikah, sebaiknya tidak hanya bermodalkan
“suka sama suka”, sebelum jauh melangkah ke pelaminan pelajarilah tentang
hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, lebih-lebih perhatikan siapa calon
pendamping hidupnya, apakah secara hukum sah untuk diperistri atau tidak?.
Untuk itu, pelajarilah hal tersebut !!!

3. Kepada pemerintah pusat maupun non pusat untuk lebih meningkatkan program
pembinaan atau penyuluhan bagi masyarakat luas terkait dengan pernikahan,
khususnya status calon mempelai berdua, apakah masih ada keterikatan saudara

kandung atau yang lainnya.

C. Kata Penutup
Alhamdulilah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat sang pencipta alam
ini, Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-lebih
kenikmatan memperoleh Ilmu yang insya Allah penuh barakah dan manfaat ini,
serta hidayah, inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang

sederhana ini.
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Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada
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